Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sirii untuk perbaikan.

BADAN PENG!

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR S5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSYARATAN
DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan acuan teknis kepada unit
organisasi dan pelaku usaha dalam proses permohonan, penilaian, dan
penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
(KKPRL) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Badan Pengusahaan
Batam.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam jo. Peraturan
Pemerintah Nomor S5 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

S. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 /PERMEN-KP/2019
tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan
Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut.
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C. Pengertian

1.

10.

1L,

T2

F31

14.

15.

Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Materi Teknis adalah dokumen perencanaan ruang laut yang memuat
pengaturan ruang laut dan/atau Perairan Pesisir yang menentukan arah
penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan
penetapan struktur Ruang dan pola Ruang pada wilayah perencanaan.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat
KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang yang lokasi usahanya berada di laut.
Konfirmasi KKPRL yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang
laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.

Persetujuan KKPRL yang selanjutnya disebut Persetuyjuan adalah
dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.
Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku
Usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui sistem
elektronik.

Pemeriksaan Dokumen adalah penilaian kelengkapan dokumen
permohonan KKPRL.

Penilaian Dokumen adalah penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam
dokumen permohonan KKPRL yang diajukan oleh pemohon dengan RTR
dan/atau rencana zonasi secara berjenjang dan komplementer.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima
sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya
bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang
masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan
ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam
perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
Pelaku Usaha adalah Orang atau badan usaha yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem
elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga
OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 28 AGUSTUS 2025




BPrATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-3L

16. Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Batam atau Indonesia Batam
Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem IBOSS adalah
sistem layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan
kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.

17. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

18. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah
pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan
memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Badan Pengusahaan
Batam, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi
penerimaan Badan Pengusahaan Batam.

19. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat
AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan
wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang otonom.

D. Gambaran Umum KKPRL

Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di
perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara
menetap paling singkat 30 (tiga puluh) Hari di sebagian ruang laut wajib
memiliki KKPRL. Sebagai keputusan tata usaha negara KKPRL bersifat
sebagai berikut:

1. konkret yaitu objek yang diputuskan dalam KKPRL tidak abstrak tetapi
berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

2. individual yaitu KKPRL itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu
baik alamat maupun hal yang dituju; dan

3. final yaitu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat
hukum.

KKPRL merupakan instrumen Perizinan Berusaha atau perizinan non
berusaha yang tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat
dijjadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. KKPRL
digunakan oleh pemegang KKPRL dalam mengurus persyaratan dasar dan
Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha.

Dalam praktik pemberiannya, KKPRL dapat diberikan pada permukaan,
kolom, dan/atau dasar perairan dalam luas (area) dan kedalaman tertentu.
KKPRL untuk kegiatan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau
kabel bawah laut dapat diberikan dalam bentuk panjang (garis) sesuai
permohonan KKPRL yang diajukan atau bersilang (crossing) antar pipa
dan/atau kabel bawah laut atau kombinasi dengan luas (area).
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E. Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis ini mencakup:
1. Pemberian KKPRL:

a.

b.
c.
d
e

Gambaran Umum;

Penetapan Lokasi Dan Verifikasi Lapangan;
Pengumuman lokasi yang dapat dimohon;
Pendaftaran; dan

Penilaian Dokumen permohonan:

1) Pemeriksaan Dokumen;

2) Penilaian Dokumen;

3) Penentuan Pemberian KKPRL yang berbatasan dengan daratan;
4) Pelaksanaan Penilaian Dokumen,;

S) Penerbitan; dan

6) Bagan Alur Pemberian KKPRL.

2. Penyesuaian KKPRL:

a.
b.
c.

o o

YR

Gambaran Umum;

Pengembalian;

Penyesuaian luas, panjang, dan/atau kolom perairan dalam dokumen
KKPRL;

Habis masa berlaku;

Pembaruan masa berlaku KKPRL akibat dari diterbitkannya Perizinan
Berusaha atau perizinan non berusahs;

Perubahan subjek hukum,;

Perubahan identitas pada subjek hukum; dan

Tata cara penyampaian penyesuaian.

3. P rubahan KKPRL, Pengawasan dan Sanksi:

a.
o
c.
d.

Gambaran Umum;
Perubahan;
Pengawasan;
Sanksi Pencabutan

4. Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan KKPRL;
5. Bentuk dan Format Dokumen KKPRL; dan
6. Penutup.
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BAB II
PEMBERIAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

. Gambaran Umum

1

1.
2!
3

4.

Pemberian KKPRL dilaksanakan dengan memperhatikan AUPB yaitu asas:

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang

antara:

a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

b. kepentingan individu dengan masyarakat;

c. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan
kelompok masyarakat yang lain;

d. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;

e. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi
mendatang;

f. kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan

g. kepentingan pria dan wanita.

. Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat

pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan
dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak
secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

.Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan

dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan
keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan
yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan
dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

. Tidak menyalahgunakan kewenangan asas yang mewajibkan setiap badan

dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk
kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan
tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak
menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

. Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan

akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

.Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan

kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan
tidak diskriminatif; dan

. Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat

waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan,
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pemberian KKPRL dimaksud berupa:

pengumuman lokasi yang dapat dimohon;

pendaftaran;

penilaian dokumen permohonan, yang meliputi:

a. pemeriksaan dokumen; dan

b. penilaian dokumen.

penerbitan.
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B. Penetapan Lokasi dan Verifikasi Lapangan

Unit organisasi yang membidangi perencanaan program strategis membuat
perencanaan terhadap wilayah kerja di wilayah pesisir yang memerlukan
KKPRL untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.

Dalam proses perencanaan, unit organisasi yang membidangi perencanaan
program strategis harus memiliki data (atribut) sekurang-kurangnya:

a. data hidro-oseanografi, berupa:

1) arus disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter/detik (m/s), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang
dapat dipertanggungjawabkan;

2) gelombang disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang dapat
dipertanggungjawabkan;

3) pasang surut disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

4) batimetri disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang dapat
dipertanggungjawabkan; Tata Ruang dan delineasi Wilayah kerja,
peraturan zonasi, untuk menetapkan itu pusren harus memiliki data.

b. kondisi ekosistem pesisir, berupa:

1) mangrove yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis mangrove, persentase penutupan, dan luasan;

2) padang lamun yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis lamun, klasifikasi tutupan, dan luasan; dan

3) terumbu karang yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis terumbu karang, persentase tutupan karang
hidup, dan luasan;

profil dasar laut;

kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar terutama terkait

mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar lokasi;

aksesibilitas lokasi dan sekitamya;

informasi pemanfaatan ruang sekitar;

peta lokasi/plotting batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat

Lokasi; dan

rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

Unit organisasi yang membidangi perencanaan program strategis

menerbitkan gambar rencana lokasi beserta atributnya untuk kemudian

dilakukan Verifikasi Lapangan oleh unit organisasi yang membidangi
pengelolaan kawasan pesisir dan reklamasi bersama dengan unit organisasi
yang membidangi perencanaan program strategis dengan tujuan:

memastikan kesesuaian rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi;

memastikan batas lokasi/area yang akan diumumkan;

memastikan lokasi yang akan diumumkan tidak bermasalah;

memastikan data ekosistem dan hidro-oseanografi di sekitar lokasi yang

akan diumumkan; dan/atau

melakukan pengecekan perizinan lain.

2oL
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Hasil Verifikasi Lapangan disusun dalam berita acara dengan bentuk dan
format sebagaimana tercantum dalam BAB VII huruf J yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

C. Pengumuman Lokasi yang Dapat Dimohon

1. Lokasi ruang laut yang dapat diberikan persetujuan KKPRL adalah lokasi
yang sudah ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi perencanaan
program strategis berdasarkan RTR yang berlaku; dan

2. Lokasi ruang laut sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas dilakukan
penerbitan pengumuman oleh unit organisasi yang membidangi
pengelolaan wilayah pesisir dan reklamasi melalui laman daring resmi
Badan Pengusahaan Batam dan/atau Sistem IBOSS.

3. Dalam hal penetapan lokasi ruang laut belum tersedia, maka BP Batam
tetap menerima dan memproses permohonan dengan berpedoman pada
rencana lokasi yang diusulkan oleh pelaku usaha, dilengkapi dengan data
dan informasi teknis, untuk kemudian dilakukan penilaian oleh unit
organisasi yang membidangi perencanaan program strategis dengan
mempertimbangkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang, rencana
zonasi, dan kebijakan pengembangan BP Batam.

D. Pendaftaran
Pendaftaran KKPRL dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan
dokumen permohonan KKPRL kepada Kepala melalui Sistem OSS untuk
kegiatan berusaha dan melalui sistem IBOSS untuk kegiatan non berusaha.
Pemohon untuk kegiatan berusaha melakukan Pendaftaran KKPRL melalui
Sistem OSS terdiri atas:
1. Orang; atau
2. badan usaha meliputi perserikatan atau persekutuan terdiri atas:
perseroan terbatas;
perseroan terbatas perorangan;
koperasi;
yayasan;
badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
badan usaha milik negara;
badan usaha milik daerah; dan
. badan layanan umum;

SRRSO A0 o

Pemohon untuk kegiatan non berusaha melakukan Pendaftaran KKPRL
melalui Sistem IBOSS. Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon
Persetujuan dan Pemohon Konfirmasi.

Persetujuan kegiatan non berusaha diberikan untuk kebijakan nasional
yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh
kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah.
Pemohon Persetujuan sebagaimana dimaksud meliputi:
Kementerian/badan/lembaga/komisi;

Kepala daerah/organisasi perangkat daerah;
Orang; atau
Badan usaha.

B wN
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Selain Pemohon Persetujuan dimaksud, Pemohon Persetujuan dapat
diajukan oleh Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pengusahaan Batam.

Konfirmasi kegiatan non berusaha diberikan dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan dimaksud tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat
strategis;

2. dimohonkan oleh pimpinan kementerian/badan/lembaga/komisi atau
organisasi perangkat daerah pada tingkat kepala satuan kerja yang
memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
dibuktikan dengan salinan daftar isian pelaksanaan anggaran;

3. permohonan sesuai dengan peruntukan, cakupan dan kemampuan dalam
daftar isian pelaksanaan anggaran;

4. khusus kegiatan keagamaan, sosial, lingkungan hidup, pendidikan,
kemanusiaan, bantuan Pemerintah, dan/atau kegiatan lainnya yang
dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah; dan

5. dalam hal kegiatan yang dimohonkan untuk kegiatan pertahanan dan
keamanan negara, persyaratan administrasi pemohon Konfirmasi
dikoordinasikan antara Badan Pengusahaan Batam dengan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
Pemohon Konfirmasi sebagaimana dimaksud meliputi

kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah. Jenis

dokumen Pendaftaran KKPRL yang dapat dimohonkan melalui Sistem IBOSS
terdiri atas:

1. dokumen daftar koordinat lokasi yang dimohonkan disampaikan dalam
bentuk data tabular berformat spreadsheet menggunakan sistem koordinat
geografis/ Geographic Coordinate System (GCS) dengan format Degrees,
Minutes, Seconds (DMS);

2. dokumen rencana bangunan dan instalasi di laut yang memuat informasi
mengenai:

a. rencana kegiatan terdiri atas:

1. penjelasan kegiatan, tujuan, dan manfaat kegiatan usaha yang
dimohonkan secara lengkap;

2. penjelasan jenis kegiatan eksisting yang dimohonkan secara
lengkap;

3. rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya
yang dijelaskan secara lengkap. Apabila diperlukan dapat
menggunakan tabel dan grafik untuk memudahkan penjelasan data
dan informasi yang disampaikan;

4. rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana
bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya; dan

5. deskripsi luasan (dalam satuan hektar) yang dibutuhkan pada
lokasi usaha yang dimohonkan pada setiap kegiatan utama
dan/atau penunjangnya.

b. peta lokasi/plotting batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat
lokasi dengan sistem koordinat UTM (Universal Transverse Mercator)
berskala minimal 1:25.000.

3. dokumen informasi pemanfaatan ruang laut berupa penjelasan secara
lengkap mengenai informasi pemanfaatan ruang laut di sekitar lokasi yang
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dimohonkan, termasuk penjelasan jarak pemanfaatan ruang laut lainnya

terhadap lokasi yang dimohonkan.

4. dokumen data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang memuat
informasi mengenai:

a. kondisi ekosistem pesisir, yang terdiri atas:

1. mangrove yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis mangrove, persentase penutupan, dan luasan;

2. lamun yang disampaikan secara detail disertai narasi, peta/gambar,
dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan terkait informasi
jenis lamun, klasifikasi tutupan, dan luasan; dan

3. terumbu karang yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis terumbu karang, persentase tutupan karang
hidup, dan luasan;

b. data hidro oseanografi, berupa:

1. arus disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter/detik (m/s), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang
dapat dipertanggungjawabkan;

2. gelombang disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang dapat
dipertanggungjawabkan;

3. pasang surut disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat
satuan meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang
dapat dipertanggungjawabkan; dan

4. batimetri disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang dapat
dipertanggungjawabkan.

c. profil dasar laut disampaikan dalam bentuk narasi, peta/gambar,
dan/atau sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar terutama
terkait mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar lokasi yang
dimohonkan; dan

e. aksesibilitas lokasi dan sekitarnya.

5. dokumen persyaratan izin lainnya dapat berupa rekomendasi teknis, berita
acara hasil pertemuan, surat pernyataan (termasuk surat pernyataan
kebenaran dan keabsahan dokumen), data/dokumen pendukung/surat
rekomendasi dari Pemerintah Daerah serta hal lain yang terkait; dan

6. tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL, dalam hal KKPRL
yang dimohonkan akan diperuntukkan kegiatan reklamasi, berupa:

a. rencana pengambilan sumber material reklamasi yang disebutkan
lokasi pengambilan material serta jarak pengambilan material dengan
lokasi reklamasi yang disertai gambar/peta lokasi dan metode atau cara
dalam pengambilan material reklamasi,

b. rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi disertai dengan peta dan
penjelasan luasan lahan yang dimanfaatkan;

c. gambaran umum pelaksanaan reklamasi yang dijelaskan secara detail
mengenai metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan mulai dari
aspek teknis, pengambilan material, penimbunan; dan

d. jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang dicantumkan
dengan jelas disertai tabel jadwal pelaksanaannya.
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Daftar kelengkapan dokumen Pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS

yang harus disertakan terdiri atas:

1.

5=

RSN

informasi pemohon yang terdiri dari:

nama penanggung jawab;

subjek hukum Pemohon;

alamat;

nomor pokok wajib pajak;

nomor telepon selular;

nomor telepon/faksimile; dan

alamat surat elektronik.

rencana kegiatan yang menginformasikan;

a. kegiatan utama dan penunjangnya;

b. kegiatan berusaha atau non berusaha; dan

c. kegiatan strategis nasional atau non strategis nasional.

peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat UTM (Universal
Transverse Mercator) minimal dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana
bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya;

kebutuhan luas pemanfaatan ruang laut;

informasi pemanfaatan ruang laut di sekitar lokasi;

kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar);
data kondisi terkini lokasi dan sekitamya yang memuat:

a. kondisi ekosistem pesisir, berupa;

1) mangrove yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis mangrove, persentase penutupan, dan luasan;

2) padang lamun yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis lamun, klasifikasi tutupan, dan luasan; dan

3) terumbu karang yang disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan/atau sumber data yang mencakup penjelasan
terkait informasi jenis terumbu karang, persentase tutupan karang
hidup, dan luasan.

b. data hidro oseanograft, berupa:

1) arus disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter/detik (m/s), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang
dapat dipertanggungjawabkan;

2) gelombang disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang dapat
dipertanggungjawabkan;

3) pasang surut disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat
satuan meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang
dapat dipertanggungjawabkan; dan

4) batimetri disampaikan dalam bentuk narasi yang memuat satuan
meter (m), dan/atau peta/gambar, serta sumber data yang dapat
dipertanggungjawabkan.

oMo Q0o

9. tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL, dalam hal KKPRL

yang dimohonkan akan diperuntukkan kegiatan reklamasi, berupa:
a. rencana pengambilan sumber material reklamasi yang disebutkan
lokasi pengambilan material serta jarak pengambilan material dengan
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lokasi reklamasi yang disertai gambar/peta lokasi dan metode atau
cara dalam pengambilan material reklamasi;

b. rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi disertai dengan peta dan
penjelasan luasan lahan yang dimanfaatkan;

c. gambaran umum pelaksanaan reklamasi yang dijelaskan secara detail
mengenai metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan mulai dari
aspek teknis, pengambilan material, penimbunan; dan

d. jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang dicantumkan
dengan jelas disertai tabel jadwal pelaksanaannya.

10. tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL, dalam hal KKPRL
yang dimohonkan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis
(termasuk dalam proyek strategis nasional yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan) dan dibiayai dengan APBN
dan/atau APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah, berupa:

a. Surat Permohonan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah); dan

b. Bukti Penggunaan APBN/APBD untuk Pemohon dari instansi
pusat/daerah.

11. tambahan keterangan dokumen Pendaftaran KKPRL, dalam hal KKPRL
yang dimohonkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dan dibiayai dengan APBN dan/atau APBD, berupa Bukti Penggunaan
APBN/APBD untuk Pemohon dari instansi pusat/daerah.

Selain kelengkapan dokumen Pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS atau
dokumen Pendaftaran KKPRL melalui sistem elektronik dimaksud, terdapat
hal lain yang dapat dimohonkan yaitu berupa:

1. persetyjuan atau konfirmasi untuk rencana kegiatan penggelaran pipa
dan/atau kabel bawah laut, dokumen Pendaftaran KKPRL ditambahkan
dengan rekomendasi dari Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel
Bawah Laut;

2. fasilitasi persetujuan untuk Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat
Tradisional, dokumen Pendaftaran KKPRL ditambahkan dengan
rekomendasi dari direktorat yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. kegiatan pembangunan terminal khusus untuk pertambangan dan/atau
bangunan dan instalasi di laut untuk kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batu bara berlokasi di:

a. perairan sekitar pulau-pulau kecil, dokumen Pendaftaran KKPRL
ditambahkan dengan rekomendasi dari wunit organisasi yang
membidangi perencanaan program strategis dan unit organisasi yang
membidangi pengelolaan kepelabuhanan; dan

b. perairan kawasan konservasi, dokumen Pendaftaran KKPRL
ditambahkan dengan rekomendasi dari unit organisasi yang
membidangi perencanaan program strategis dan unit organisasi yang
membidangi pengelolaan kepelabuhanan.

Pendaftaran melalui Sistem OSS wajib menyertakan pernyataan kebenaran
dan keabsahan dokumen. Kelengkapan Dokumen Pendaftaran KKPRL berupa:
1. dokumen pendaftaran melalui Sistem OSS;

2. surat permohonan pengenaan tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah); dan

3. pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen, disusun dengan bentuk
dan format sebagaimana tercantum dalam BAB VII huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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E. Penilaian Dokumen Permohonan
Penilaian Dokumen permohonan merupakan proses penilaian terhadap
dokumen Pendaftaran KKPRL yang terdiri atas tahapan:

1. Pemeriksaan Dokumen; dan

2. Penilaian Dokumen.

Pelaksana Penilaian Dokumen permohonan yaitu:

1. Tim Pemeriksa Dokumen; dan

2. Tim Penilai Dokumen.

Rincian pelaksanaan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud
sebagai berikut:

1. Tim Pemeriksa Dokumen merupakan tim yang ditetapkan melalui
keputusan kepala yang bertugas mengadministrasikan dokumen
permohonan KKPRL pada unit organisasi yang membidangi pengelolaan
wilayah pesisir dan reklamasi;

2. Tim Pemeriksa Dokumen sebagaimana dimaksud bertugas:

a.
b.

C.

menerima dokumen Pendaftaran KKPRL dari Sistem OSS;

melakukan Pemeriksaan Dokumen terhadap kelengkapan administrasi
dan dokumen Pendaftaran KKPRL;

dalam hal hasil Pemeriksaan Dokumen diterima, Tim Pemeriksa
Dokumen menyampaikan hasil Pemeriksaan Dokumen beserta
dokumen Pendaftaran KKPRL kepada Tim Penilai Dokumen;

dalam hal hasil Pemeriksaan Dokumen ditolak, Tim Pemeriksa
Dokumen menyampaikan hasil Pemeriksaan Dokumen kepada
Pemohon disertai alasan penolakan berupa dokumen Pendaftaran
KKPRL tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak benar melalui
Sistem OSS atau Sistem IBOSS;

Tim Pemeriksa Dokumen melakukan Pemeriksaan Dokumen pada hari
dan jam kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhadap dokumen Pendaftaran
KKPRL yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem IBOSS; dan
Hasil Pemeriksaan Dokumen pada Sistem OSS atau Sistem IBOSS
dapat dilihat pada Sistem IBOSS sebagai acuan Tim Penilai Dokumen
untuk proses lebih lanjut.

3. Kegiatan Pemeriksaan Dokumen dilaksanakan dengan ketentuan:

a.

b.

dilakukan terhadap seluruh kelengkapan dokumen Pendaftaran KKPRL
yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem IBOSS;

dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dokumen berdasarkan urutan waktu
Pendaftaran melalui Sistem OSS atau Sistem IBOSS, kelengkapan
dokumen permohonan dan pendukung, dan pertimbangan Tim
Pemeriksa Dokumen;

dalam hal terdapat permohonan pada lokasi yang sama dengan
permohonan KKPRL yang telah keluar faktur pembayaran PNBP, Tim
Pemeriksa Dokumen melakukan penolakan dengan alasan lokasi yang
dimohonkan telah disetujui penerbitan KKPRL atas nama pihak lain;
dalam hal lokasi permohonan KKPRL menjadi objek sengketa di
pengadilan, Tim Pemeriksa Dokumen melakukan penolakan dengan
alasan lokasi yang dimohonkan menjadi objek sengketa di pengadilan;
dalam hal lokasi yang dimohonkan tumpang tindih secara keseluruhan
dengan KKPRL yang telah terbit, Tim Pemeriksa Dokumen melakukan
penolakan dengan alasan lokasi yang dimohonkan telah terbit KKPRL;
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dalam hal lokasi yang dimohonkan tumpang tindih secara sebagian

atau beririsan dengan KKPRL yang telah terbit, Tim Pemeriksa

Dokumen memberikan catatan sebagai bahan pertimbangan dalam

tahapan Penilaian Dokumen;

dalam hal kegiatan yang dimohonkan merupakan kebijakan nasional

yang bersifat strategis (termasuk dalam proyek strategis nasional yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

dan/atau berdampak luas, Tim Pemeriksa Dokumen memberikan

catatan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan Penilaian

Dokumen;

dalam hal dokumen Pendaftaran KKPRL dinyatakan:

1) lengkap, proses dilanjutkan ke tahapan Penilaian Dokumen; atau

2) tidak lengkap, Tim Pemeriksa Dokumen melakukan penolakan
disertai alasan penolakan berupa tidak memenuhi persyaratan
permohonan KKPRL;

penolakan terhadap permohonan disampaikan kepada Pemohon

melalui Sistem OSS atau Sistem IBOSS; dan

dalam hal dokumen permohonan yang dilakukan penolakan telah

dilakukan perbaikan, Pemohon dapat mengajukan kembali Dokumen

Pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS atau Sistem IBOSS.

Rincian pelaksanaan Penilaian Dokumen sebagaimana dimaksud sebagai
berikut:
1. Tim Penilai Dokumen merupakan tim yang ditetapkan melalui keputusan
kepala yang mempunyai tugas pada:

a.

b.

@
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1.

unit organisasi yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir dan
reklamasi;

unit organisasi yang membidangi pengelolaan lahan;

unit organisasi yang membidangi pengendalian pengelolaan lahan,
pesisir dan reklamasi;

unit organisasi yang membidangi perencanaan program strategis;

unit organisasi yang membidangi perencanaan infrastruktur;

unit organisasi yang membidangi hukum;

unit organisasi yang membidangi investasi;

Pemerintah Daerah; dan

pakar dan perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahliannya.

2. dalam hal permohonan KKPRL untuk kegiatan pertahanan dan keamanan
negara, Tim Penilai Dokumen hanya melibatkan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

3. Tim Penilai Dokumen sebagaimana dimaksud bertugas:

a.

Melaksanakan Penilaian Dokumen KKPRL paling lama 12 (dua belas)
Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap pada Pemeriksaan
Dokumen; dan

Dalam hal waktu pelaksanaan Penilaian Dokumen KKPRL lebih dari 12
(dua belas) Hari, Sistem IBOSS/Sistem OSS secara otomatis akan
menerbitkan rekomendasi Persetujuan tanpa penilaian.

4. kegiatan Penilaian Dokumen dilaksanakan dengan ketentuan:

a.

dilakukan terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap pada tahap
Pemeriksaan Dokumen;

b. dilakukan oleh Tim Penilai Dokumen melalui Sistem IBOSS atau

Sistem OSS;
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mekanisme Penilaian Dokumen:
1) jangka waktu pemberian masukan dan saran dari Tim Penilai
Dokumen paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
2) selanjutnya pengambilan keputusan oleh pimpinan Badan
Pengusahaan Batam atas masukan dan saran dari Tim Penilai
Dokumen paling lama 5 (lima) Hari.
pelaksanaan Penilaian Dokumen atas Dokumen Pendaftaran KKPRL
dilakukan untuk menilai lokasi yang dimohonkan KKPRL berdasarkan
kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan asas berjenjang dan
komplementer terhadap:
1) RTR wilayah provinsi;
2) RTR kawasan strategis nasional;
3) rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;
4) rencana zonasi kawasan antar wilayah; dan
5) RTR wilayah nasional.
pelaksanaan Penilaian Dokumen harus:
1) memperhatikan:
a) kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
b) keberadaan wilayah pelindungan dan pelestarian biota laut;
c) keberadaan wilayah pelindungan situs budaya dan fitur
geomorfologi laut yang unik;
d) kepentingan Masyarakat dan nelayan tradisional;
e) kepentingan nasional;
f) keberadaan wilayah pertahanan dan keamanan negara;
g) hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut
kepulauan bagi kapal asing;
h) perjanjian internasional di bidang batas maritim;
i) pemanfaatan ruang laut di kawasan perbatasan yang dalam
proses perundingan;
j) keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan
perjanjian internasional;
k) kebebasan untuk peletakan pipa dan/atau kabel bawah laut di
wilayah yurisdiksi;
1) kebebasan untuk pembangunan pulau buatan dan instalasi di
laut di wilayah yurisdiksi;
m) keberadaan koridor instalasi pipa dan/atau kabel bawah laut
yang telah ada;
n) pelaksanaan perbaikan atas pipa dan/atau kabel bawah laut
yang telah ada; dan
o) lokasi kegiatan prioritas bidang kelautan dan perikanan.
2) mempertimbangkan:
a) fungsi peruntukan zona;
b) jenis kegiatan dan skala usaha;
c) daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang laut;
d) kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
e) pemanfaatan ruang laut yang telah ada;
f) teknologi yang digunakan; dan
g) potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
selain mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud, Penilaian
Dokumen atas dokumen permohonan KKPRL mempertimbangkan:
1) Materi Teknis;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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pembuktian penguasaan ruang darat, dalam hal lokasi permohonan
berbatasan langsung dengan ruang darat dan mengubah bentang
perairan menjadi daratan;
pendapat pakar dan/atau akademisi, dalam hal lokasi permohonan
tidak berbatasan langsung dengan ruang darat akan tetapi
mengubah bentang perairan menjadi daratan;
kesepakatan bersama antara pemohon dengan pihak yang telah
menguasai lahan (darat), dalam hal lokasi yang dimohonkan
berbatasan dengan ruang darat dan tidak mengubah bentang
perairan menjadi daratan;
dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Tim Penilai Dokumen dapat
mempertimbangkan pendapat pakar dan/atau akademisi;
surat keterangan dari instansi yang berwenang terkait dengan
penguasaan lahan (darat) yang berdekatan dengan lokasi yang
dimohonkan, dalam hal lokasi permohonan berdekatan dengan
ruang darat akan tetapi tidak terdapat pemanfaatan atau tidak
diketahui status penguasaan ruang daratnya atau lahan kosong
atau lahan tidak diketahui pemiliknya;
hasil koordinasi antar pemrakarsa, dalam hal:
a) lokasi permohonan berdekatan dengan KKPRL yang telah
diterbitkan atau diketahui terdapat permohonan KKPRL lainnya;
b) lokasi permohonan bersebelahan dengan KKPRL yang telah
diterbitkan KKPRL;
bukti pencabutan atau pembatalan atau tidak berlakunya perizinan
lainnya atas nama subjek hukum lain, dalam hal pada lokasi
permohonan terdapat informasi indikasi telah diterbitkan perizinan
lainnya atas nama subjek hukum lain;
keterangan atau  pertimbangan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam
hal lokasi yang dimohonkan berada di wilayah pertahanan dan
keamanan negara untuk kepentingan penggunaan ruang laut diluar
fungsi pertahanan;

10)hasil penyesuaian peruntukan dan cakupan permohonan KKPRL

terhadap alokasi APBN dan/atau APBD pada daftar isian

pelaksanaan anggaran, dalam hal:

a) persetujuan untuk kegiatan yang dimohonkan termasuk
kebijakan nasional yang bersifat strategis (termasuk dalam
proyek strategis nasional yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan) dan/atau
berdampak luas; dan

b) konfirmasi untuk kegiatan yang dimohonkan dilaksanakan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan dibiayai
dengan APBN dan/atau APBD.

11)ketentuan-ketentuan teknis yang diatur dan berlaku dari

kementerian/lembaga/badan/instansi lainnya terkait dengan
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pelibatan unsur pakar dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Penilaian
Dokumen terhadap dokumen permohonan KKPRL oleh Tim Penilai Dokumen
dilaksanakan dengan ketentuan:
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1. bidang keahlian pakar dan perguruan tinggi yaitu:

58
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d.

biofarmakologi Laut dan/atau bioteknologi Laut;
pemanfaatan air Laut selain energi;

wisata bahari;

pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,;
telekomunikasi;

instalasi ketenagalistrikan,;

perikanan;

perhubungan;

kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
pengumpulan data dan penelitian;

pertahanan dan keamanan;

. penyediaan sumber daya air;

pulau buatan;
dumping;
mitigasi bencana; dan/atau
kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.

kar dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud bertugas:
melakukan identifikasi dan menganalisis permohonan KKPRL;
memberikan pertimbangan kelayakan berdasarkan bahan dan hasil
analisis terhadap permohonan KKPRL;
memberikan pertimbangan pada permohonan KKPRL yang tidak
berbatasan langsung dengan ruang darat akan tetapi mengubah
bentang perairan menjadi daratan; dan/atau
memberikan pertimbangan pada permohonan berbatasan langsung
dengan ruang darat dan tidak mengubah perairan menjadi daratan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai Dokumen ditetapkan dengan Keputusan
Kepala.

F. Penerbitan
Penerbitan KKPRL dilaksanakan dengan ketentuan:
1.dilakukan setelah hasil Penilaian Dokumen permohonan KKPRL
dinyatakan diterima;
2.rincian penentuan tarif PNBP:

a.

b.

d.

tata cara perhitungan jenis dan tarif PNBP dilakukan berdasarkan

permohonan dengan luas (area) dan/atau panjang (garis);

tarif PNBP diterbitkan untuk permohonan:

1) Persetujuan kegiatan berusaha; dan

2) Persetujuan kegiatan non berusaha.

tarif PNBP tidak diterbitkan untuk permohonan:

1) persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional
yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi
perangkat daerah; dan

2) konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau
organisasi perangkat daerah.

penyampaian faktur PNBP kepada pemohon KKPRL melalui Sistem OSS;
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e. faktur PNBP yang terbit bukan merupakan piutang karena persetujuan
KKPRL diterbitkan setelah pemohon membayar faktur PNBP;

f. faktur PNBP diterbitkan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan
terpadu satu pintu;

g. pembayaran faktur PNBP oleh Pemohon dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) Hari; dan

h. terhadap faktur PNBP yang telah dinyatakan lunas oleh sistem, maka
KKPRL terbit secara otomatis melalui Sistem OSS.

3. dalam hal pemohon tidak membayar faktur PNBP sampai dengan batas
waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan batal dan
faktur PNBP batal; dan

4. penerbitan KKPRL melalui Sistem OSS.

G. Bagan Alur Persetujuan KKPRL

Diagram Alur PKKPRL di Badan Pengusahaan Batam

y W

laut.

4. Kebutuhan
luasan
pemanfataan
ruang di laut.

5. Kedalaman
lokasi.

antarwilayah.

5. RTR Wilayah
Nasional.

Penilaian Dokumen

oleh Tim Penilai
Dokumen dan

Rapat Pimpinan BP

BATAM

12 Hari

PELAKU gerim’nin P&;)mtla(riksaan Penilaian Pe(rc;Z::J::?n
erusaha okumen Dokumen
SR o melalui — — —>| penerbitan
0SS PNBP) /
Penolakan
1. Informnasi Pemeriksaan 1. RTR Wilayah Penerbitan
Pemohon. Dokumen oleh Provinsi. persetujuan/
o . Tim Pemeriksa penolakan
2. Titik koordinat. Dokumen 2. RTR Ka'wasan pecnohengn
3. Rencana Strategis PKKPRL.
kegiatan, 1 Hari Nasional. | Hast
bangunan, 3. RZKSNT.
dan/atau 4. RZ Kawasan
instalasi di
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BAB III
PENYESUAIAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Gambaran Umum

Penyesuaian KKPRL berlaku terhadap dokumen KKPRL yang telah terbit
melalui Sistem OSS atau Sistem IBOSS.

Penyesuaian dokumen KKPRL dilakukan dengan mencantumkan alasan
objektif dan memperhatikan AUPB serta tidak dapat dilakukan terhadap
indikasi pelanggaran ketentuan KKPRL. Penyesuaian dokumen KKPRL yang
berdampak terhadap PNBP yang telah dibayarkan, dikenakan pembayaran
atau restitusi PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Cakupan penyesuaian KKPRL yaitu pengembalian, penyesuaian
luas, panjang dan/atau kolom perairan dalam dokumen KKPRL, habis masa
berlaku, perubahan subjek hukum pemegang KKPRL, dan perubahan
identitas subjek hukum. Seluruh kegiatan penyesuaian KKPRL dilakukan
pemutakhiran data oleh tim teknis pengelolaan data lokasi KKPRL.

Pengembalian
Pengembalian KKPRL dilakukan oleh pemegang KKPRL tidak sebatas yang

diakibatkan dari luasan KKPRL, lebih luas dari luasan Perizinan Berusaha

atau perizinan non berusaha dan/atau keadaan kahar/bencana alam, akan
tetapi dapat dilakukan secara sukarela baik keseluruhan maupun sebagian
tanpa disertai dengan pengembalian PNBP.

Pengembalian KKPRL secara keseluruhan dilakukan dengan tahapan:

1. penyampaian permohonan pengembalian oleh pemegang KKPRL kepada
Kepala;

2. penyusunan berita acara pengembalian sebagai bahan pertimbangan
dilakukan pembatalan atas dokumen KKPRL;

3. dalam hal dilakukan pembatalan atas dokumen KKPRL melalui Sistem
OSS atau Sistem IBOSS, Kepala menetapkan Keputusan pembatalan atas
dokumen KKPRL; dan

4. terhadap pembatalan atas dokumen KKPRL, PNBP yang telah dibayarkan
tetap menjadi penerimaan Badan Pengusahaan Batam.

Habis Masa Berlaku
Habis masa berlaku KKPRL diakibatkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya KKPRL,
pemegang KKPRL belum memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan non
berusaha; atau

2. masa berlaku Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha telah
habis.

Informasi habis masa berlaku dapat diambil dari laporan per semester
pemegang KKPRL dan/atau penilaian pelaksanaan KKPRL oleh unit
organisasi yang membidangi pengendalian pengelolaan lahan, pesisir dan
reklamasi. Terhadap habisnya masa berlaku KKPRL, Sistem OSS
memberikan notifikasi secara otomatis terhadap KKPRL yang telah habis
masa berlaku kepada penerima KKPRL.

Unit organisasi yang membidangi wilayah pesisir dan reklamasi,
melakukan pemutakhiran data terhadap KKPRL yang telah habis masa
berlaku.
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Pembaruan Masa Berlaku KKPRL Akibat dari Diterbitkannya Perizinan
Berusaha atau Perizinan Non Berusaha

Masa berlaku dokumen KKPRL mengikuti masa berlaku Perizinan
Berusaha atau perizinan non berusaha yang telah terbit dalam jangka waktu
2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPRL. Perizinan berusaha
dimaksud merupakan izin untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan
suatu kegiatan sebagaimana tercantum dalam KKPRL.

Apabila dokumen KKRPL untuk perizinan berusaha dan/atau perizinan
non berusaha tidak mencantumkan atau tidak terdapat masa berlaku, dapat
ditentukan berdasarkan pendapat pakar dan perguruan tinggi.

Apabila Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha telah habis
masa berlakunya dan pemrakarsa akan melakukan perpanjangan perizinan
sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha harus mengajukan KKPRL baru.

Perubahan Identitas pada Subjek Hukum
Perubahan identitas dilakukan tanpa mengubah subjek hukum pemegang

KKPRL. Perubahan identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama

dan/atau alamat kantor atau tempat tinggal/domisili pemegang KKPRL.

Perubahan identitas pada subjek hukum berupa nama dilaksanakan
dengan ketentuan:

1. untuk Orang harus dengan penetapan dari pengadilan negeri setempat;

2. untuk badan hukum harus dengan surat keputusan pengesahan dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum;

3. pada pemegang KKPRL dilaksanakan dengan tahapan:

a. Orang menyampaikan penetapan dari pengadilan negeri setempat;

b. Badan Hukum menyampaikan keputusan pengesahan dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum melalui:

1) Sistem OSS; atau
2) Sistem IBOSS.

c. unit organisasi yang membidangi wilayah pesisir dan reklamasi
melakukan analisis atas penetapan pengadilan negeri yang
disampaikan dan menyusun berita acara atas perubahan identitas;

d. bentuk dan format berita acara atas perubahan identitas
sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam BAB VII huruf
E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

e. penerbitan perubahan identitas nama melalui Sistem OSS.

Ketentuan mengenai perubahan identitas berupa nama sebagaimana
dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan identitas
berupa alamat pada badan hukum dan/atau Orang. Penerbitan Dokumen
KKPRL pengganti tidak mengubah masa berlaku dalam dokumen KKPRL
sebelumnya dan tanpa dikenai PNBP.

Tata Cara Penyampaian Penyesuaian
Penyampaian surat menyurat dilakukan melalui Sistem OSS dan Sistem

IBOSS disampaikan dalam format Portable Document Format (PDF) dan
ukuran maksimal 3 Megabyte (MB).
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BAB IV
PERUBAHAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT,
PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Gambaran Umum

Dokumen KKPRL yang telah terbit melalui Sistem OSS sebelum peraturan
ini berlaku dapat dilakukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan, yaitu:

a. kesalahan konsiderans;

b. kesalahan redaksional; dan/atau

c. terdapat fakta baru,

2. Pencabutan, yaitu terdapat cacat:

a. wewenang;

b. prosedur; dan/atau

c. substansi;

3. Pembatalan, yaitu terdapat cacat:

a. wewenang;

b. prosedur; dan/atau

c. substansi.

Perubahan
Perubahan KKPRL dilakukan dengan alasan objektif, memperhatikan
AUPB, paling lama 5 (lima) Hari sejak ditemukannya alasan perubahan.
Perubahan KKPRL dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perubahan KKPRL terkait kesalahan konsiderans yaitu terkait dengan
dasar hukum penerbitan KKPRL;
2. Perubahan KKPRL terkait kesalahan redaksional, tidak boleh
berpengaruh terhadap substansi teknis dokumen KKPRL;
3. Cakupan kesalahan redaksional yaitu:
a. Identitas, yang terdiri atas:
1) nama;
2) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3) alamat lokasi yang disetuju;
4) nomor telepon
S) kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
6) rencana/jenis kegiatan;
7) rencana detail kegiatan; dan
8) masa berlaku;
b. koordinat dan luas dan/atau panjang, yang terdiri atas:
1) nama titik;

2) titik X;
3) titik Y; dan
4) luas;

c. peta beserta atributnya; dan
d. hak dan kewajiban.

4. Perubahan KKPRL terkait fakta baru berkaitan dengan data lokasi,
kegiatan, luas dan/atau panjang, atau kolom perairan dalam
pelaksanaan dokumen KKPRL dan/atau berkaitan dengan Perizinan
Berusaha dan/atau perizinan non berusaha.

5. Dilakukan dengan tahapan:
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a. ditemukan hal-hal oleh unit organisasi yang membidangi
pengendalian pengelolaan lahan, pesisir dan reklamasi sebagaimana
dimaksud dalam dokumen KKPRL;

b. unit organisasi yang membidangi pengendalian pengelolaan lahan,
pesisir dan reklamasi menyampaikan kepada unit organisasi yang
membidangi pengelolaan wilayah pesisir dan reklamasi;

c. unit organisasi yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir dan
reklamasi melakukan analisis atas terdapatnya hal-hal dimaksud dan
menyusun berita acara perubahan dokumen KKPRL;

d. dalam hal untuk kepentingan penyusunan berita acara dimaksud,
unit organisasi yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir dan
reklamasi dapat melibatkan pemegang KKPRL;

e. unit organisasi yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir dan
reklamasi menyusun berita acara perubahan KKPRL sebagaimana
dimaksud dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam
BAB VII huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Petunjuk Teknis ini; dan

f. penerbitan perubahan KKPRL melalui Sistem OSS.

C. Pengawasan
Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang tertib, aman,
dan sesuai dengan rencana tata ruang laut di wilayah KPBPB Batam,
dilakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha yang pelaksanaannya
dilaksakan oleh unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu
pintu dan unit organisasi yang membidangi pengendalian pengelolaan lahan,
pesisir dan reklamasi. Fungsi ini dijalankan untuk:
1. menjamin konsistensi kegiatan usaha dengan lokasi dan rencana ruang
laut yang disetujui;
2. memberikan pembinaan dan koreksi kepada pelaku usaha agar tetap
patuh pada peraturan;
3. menilai efektivitas pemanfaatan ruang laut sebagai bagian dari evaluasi
tata ruang dan investasi.
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh:
1. unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu (OSS)
mencakup:
1) pemantauan laporan berkala dari pelaku usaha;
2) penyusunan rencana inspeksi tahunan berdasarkan tingkat risiko;
3) penggunaan perangkat kerja pengawasan;
4) penilaian kepatuhan atas pemenuhan persyaratan dasar, Perizinan
Berusaha (PB), dan/atau PB UMKU;
5) penanganan pengaduan serta tindak lanjut terhadap pelaku usaha
maupun pelaksana pengawasan;
6) tindakan administratif, termasuk pencabutan sebagian atau seluruh
izin jika ditemukan pelanggaran;
7) pembinaan dan sanksi administratif sebagai bagian dari penegakan
kepatuhan.
2. unit organisasi yang membidangi pengendalian pengelolaan lahan, pesisir
dan reklamasi mencakup:
1) pengawasan rutin;
2) pengawasan insidental.
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D. Sanksi
Dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang laut
yang sesuai dengan rencana tata ruang laut di wilayah KPBPB Batam, Badan
Pengusahaan Batam berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa
pencabutan dan pembatalan Persetujuan KKPRL. Pencabutan dan
pembatalan dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi pengendalian
pengelolaan lahan, pesisir dan reklamasi.

1. Pencabutan

a.

Pencabutan KKPRL dilakukan apabila terdapat cacat:

Wewenang yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

. Prosedur yaitu ditemukan dokumen persyaratan yang menjadi dasar

permohonan tidak benar, tidak sah, tidak sesuai dengan keadaan
dan/atau kenyataan sebenarnya, dan tahapan pemberian KKPRL tidak
terpenuhi; dan/atau

Substansi yaitu dasar penerbitan dan/atau data dalam dokumen
KKPRL tidak benar dan/atau tidak sah.

Pencabutan KKPRL dilakukan dengan ketentuan:

mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;

. dilakukan oleh Kepala atau perintah pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap atau inkracht.

pencabutan KKPRL dapat dilakukan atas hasil analisis unit organisasi
yang membidangi pengendalian lahan, pesisir dan reklamasi atas
perubahan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas,
dan/atau hasil penilaian pelaksanaan KKPRL.

proses pencabutan KKPRL dilaksanakan dengan penyusunan berita
acara pencabutan KKPRL oleh wunit organisasi yang membidangi
pengendalian pengelolaan lahan, pesisir dan reklamasi sebagaimana
dimaksud dengan format sebagaimana tercantum dalam BAB VII huruf
G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
Kepala menerbitkan Keputusan Kepala pencabutan dokumen KKPRL
melalui Sistem OSS dan/atau Sistem IBOSS.
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BAB V
PELAPORAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KKPRL

Pimpinan unit organisasi yang membidangi wilayah pesisir dan reklamasi
menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan KKPRL secara berjenjang
kepada Kepala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
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BAB VI
BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PENYELENGGARAAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

A. Surat Permohonan

KOP SURAT
(Orang perseorangan/Badan Usaha/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah)*

Nomor B e e—— P IO ANl ) 20w
Lampiran : ..... berkas

Hal : Permohonan Persetujuan/Konfirmasi*

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengusahaan Batam
Jalan Ibnu Sutowo No.l1 Batam Center,
Batam 29411

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

Jabatan

Nama Perusahaan/Instansi
Alamat

Nomor KTP

NPWP

Nomor HP

No. Telp/Fax

Surat Elektronik/E-mail

Dengan ini mengajukan permohonan Persetujuan/Konfirmasi* sebagai berikut:
Posisi lokasi dalam wilayah administratif
Provinsi -
Kabupaten /Kota*
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Nama Perairan/Laut
Koordinat Titik Y ¥
Titik X 2 (atau terlampir)

Luas/Panjang oy = Hektar/km
Kedalaman Kolom Perairan ... Meter dpl

Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen
permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Pemohon,

Meterai Rp10.000,00 atau
e-Meterai

(tanda tangan dan nama lengkap dan
stempel perusahaan basah
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B. Kelengkapan Dokumen Surat Permohonan

Ir-

o o

Informasi Pemohon, memuat:

nama Pemohon;

nama perusahaan;

alamat;

nomor pokok wajib pajak;

nomor telepon selular;

nomor telepon/faksimile; dan/atau
alamat surat elektronik.

RO A0o

. Rencana kegiatan, memuat secara deskripsi mengenai

a. kegiatan utama dan penunjangnya:
1) kegiatan eksisting yang dimohonkan;
2) rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
3) dalam hal dilakukan reklamasi*, diperlukan informasi mengenai:

a) rencana pengambilan sumber material reklamasi {disebutkan
lokasi pengambilan material (disertai gambar) dan jarak
pengambilan material dengan lokasi reklamasi, jumlah
kebutuhan material untuk reklamasi dan metode dalam
pengambilan material reklamasi};

b) rencana pemanfaatan lahan reklamasi disertai dengan peta
beserta luasannya;

c) gambaran umum pelaksanaan reklamasi, dijelaskan secara
detail metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan mulai
dari aspek teknis, pengambilan material, penimbunan; dan

d) jadwal rencana pelaksanaan reklamasi, dicantumkan dengan
jelas disertai tabel jadwal pelaksanaannya;

4) hal lain yang terkait dengan permohonan KKPRL;

b. kegiatan berusaha atau non berusaha; dan

c. kegiatan strategis nasional atau non strategis nasional dasar atau
surat penetapan rencana kegiatan dan/atau kegiatan yang bernilai
strategis nasional;

Peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat UTM (Universal
Transverse Mercator) minimal dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
a. koordinat lokasi

1) area: X ............. m
) FErePrrer ¥ m
2) garis: X ....oceeenes m
S SR m

dst.

b. peta lokasi/plotting batas area dan/atau jalur dengan titik koordinat
lokasi dengan skala minimal 1:25.000.

Rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana
bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya;
Kebutuhan luas perairan luasan/panjang: .......... Ha/ ............. km;

. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi; disebutkan secara

lengkap dan jelas deskripsi berupa informasi pemanfaatan ruang laut
di sekitar lokasi.

contoh: penggunaan ruang di sekitar untuk aktivitas masyarakat
lainnya, disampaikan lokasinya berada seberapa jauh dari lokasi
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Pemohon. Kedalaman dan informasi penggunaan perairan
(permukaan/kolom/dasar dalam meter dpl); dan

7. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi dan
oseanografi).

a.

i

ekosistem sekitar:
1) Mangrove (disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/ gambar dan sumber data)

a) jenis: ............... X
b) persentase penutupan mangrove: sangat padat
(275)/sedang (250-<74 /jarang (<30);
¢) luasan: ............... Ha.
2) Lamun (disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/ gambar dan sumber data)
a) jenis: ................ 3

b) persentase penutupan padang lamun: kaya/sehat (260)/kurang
kaya/kurang sehat (30-59,9)/miskin (<29,9);
¢) luasan: ............... Ha.

3) Terumbu karang (disampaikan secara detail disertai narasi,
peta/gambar, dan sumber data)
a) jenis terumbu karang: .......... :
b) persentase tutupan karang hldup buruk (0-24,9); sedang (25-
49,9); baik (50-74,9); baik sekali (275);

c) luasan: ............... ha.

hidro-oseanografi:

1) arus :....(m/s) (disertai narasi, peta/gambar, dan sumber data)

2) gelombang :....(m) (disertai narasi, peta/gambar, dan sumber
data)

3) pasang surut :....m) (disertai narasi, peta/gambar, dan sumber
data)

4) batimetri : .... (m) (disertai narasi, peta/gambar, dan sumber data)

c. profil dasar laut disertai narasi dan peta/gambar;
d.
e.

pemanfaatan/penggunaan ruang perairan eksisting;
kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat (mata
pencaharian masyarakat sekitar); dan

aksesibilitas lokasi dan sekitarnya.

*) Apabila permohonan menggunakan metode reklamasi, dalam hal kegiatan
Persetujuan untuk kegiatan non berusaha atau Konfirmasi atau
Persetujuan dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang
bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
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C. Bentuk dan Format Surat Permohonan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol

Rupiah) Untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
yang Merupakan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis dan Dibiayai
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, atau Organisasi Perangkat Daerah

KOP SURAT
........... g1 an e im0 B D e e
Nomor
Lampiran :
Hal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)
Kepada Yth.

Kepala Badan Pengusahaan Batam
Jalan Ibnu Sutowo No.1 Batam Center, Batam 29411

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon M e, £ A .
Instansi/Lembaga oo o0 o R T R
Jabatan T N T Y0 S T
Alamat B M SR . B T Y
Email g SRS SR e e
Telepon e R kB R W RO MR
Tujuan Penggunaan : ......cccccocercciicnininninn.

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol
rupiah) atas jenis PNBP ...

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon)
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D. Bentuk dan Format Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen

KOP SURAT
(Orang perseorangan/Badan Usaha/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah)*

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama ) I8 o o5 55 « + BTGB IS 7S o ol + LT o« TELHESLs 58
Jabata et e e s s o s e 88 s s T e s s
Nama Kantor/Instansi } e e s e g e
Alamat Kantor/Instansi B ot 1o bl /o /o110 8 ol 1. oo ele el 101 of st T afus

Dengan ini menyatakan bahwa data dalam dokumen permohonan
Persetujuan/Konfirmasi* Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
(KKPRL) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administrative:

Provinsi Vi1 % VI b TS RTeTe 0 he I 41 4]l 7
Kabupaten/Kota* 00 e e s g 3o e s o B e e 1+

Kecamatan
Desa/Kelurahan*
Nama Perairan/Laut* = ..
Koordinat Lokasi: Titik Y Er st T e

------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Titik X T ———— (atau terlampir) Luas/Panjang :....
Hektare /KM*
Kedalaman Kolom Perairan :....meter dpl

Untuk Kegiatan/Penggunaan :........ccccecoiiiiiiiinininiiiinninieinennnnen.

adalah benar, valid, absah dan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

Apabila data yang disampaikan tidak benar, tidak valid, tidak absah atau
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
Persetujuan/Konfirmasi KKPRL serta perizinan lainnya akibat dari
diterbitkannya Persetujuan/Konfirmasi KKPRL ini dapat ditinjau ulang, dicabut
atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan
tanpa ada paksaan apa pun dari pihak mana pun, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak perlu

tempat, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan
(Jabatan),

(Meterai Rp 10.000 atau e-Materei)

(Nama Lengkap)
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E. Bentuk dan Format Berita Acara Perubahan Identitas

BERITA ACARA
PERUBAHAN IDENTITAS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
LAUT
Nomor: ..........

Pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun .... telah dilaksanakan persetujuan
atas Perubahan Identitas terhadap Persetujuan/Konfirmasi)* dengan Nomor
(-...) atas nama (...) yang terbit pada tanggal ... bulan ... tahun 20... tanpa
mengubah subjek hukum, dengan detail identitas dokumen
Persetujuan/Konfirmasi)* sebagai berikut:

1. Identitas semula:

Nama L T
NPWP B s el T fe i EeRermpie
Alamat Kantor T P
No. Telp AP
Surel S i s e B A RS B S R A B S A
2. Identitas setelah perubahan
Nama e BT de o o T o e TEAITES BRI
NPWP 5 e 4 e e aloe o wlofe o B ale s 0w siel s miiolsime
Alamat Kantor T et e Bnsd s AR A S PN AR B
No. Telp R T H ARSI
Surel B o TS a6 < R o N R

3. Lokasi Persetujuan/Konfirmasi)* di:

Provinsi Bher b Dt 70 THE o o ol % o6 o 5% e o e T« o0 0
Kota/Kabupaten  : ......cccciviviiiiiiiiiiininieinnnnane.
Kecamatan B e T T T T
Kelurahan/Desa S
Luas B s e o Slials o wsls 10 +Tle SR oS AT SIO S SETlaR S+ 0
Kedalaman S e T o e BB e IR, T A
Rencana kegiatan ¢ sasssamssssiisoissiisssssrivinsices
KBLI OO
Tingkat risiko oo as e o s e e s s e
kegiatan

4. Hasil Analisis:
a. ...
b. ...
c

5. (hal-hal lainnya)

Berita acara perubahan identitas ini disampaikan kepada pimpinan sebagai
bahan penerbitan KKPRL pengganti.

Semua dokumen terkait sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari berita acara ini.
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Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Nama, Jabatan, dan Kedudukan Dalam Tim Tanda
Tangan
1. | ...
Direktur ... (yang menyelenggarakan tugas teknis di
bidang perencanaan ruang laut)
I (P
Ketua Tim Kerja ... (yang menyelenggarakan tugas
teknis dibidang pelayanan perizinan pemanfaatan
ruang laut)
el | R
Tim Analisis
< S
Ahli/Pakar (dalam hal dilibatkan)
ST [
dst
LAMPIRAN

(dilampirkan dokumen KKPRL sebelumnya dan surat keputusan pengesahan
dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
pada sistem elektronik kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia dan/atau ketetapan pengadilan)



BADAN PE!

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-3Mi=

F. Bentuk dan Format Berita Acara Perubahan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

BERITA ACARA
PERUBAHAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Nomor: ..........
Pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun .... telah dilaksanakan persetujuan

atas Perubahan terhadap Persetujuan/Konfirmasi*) dengan Nomor (....) atas
nama (...) yang terbit pada tanggal ... bulan ... tahun 20... akibat dari
kesalahan konsiderans/kesalahan redaksional/perubahan dasar pembuatan
KKPRL/fakta baru*) dengan detail dokumen Persetujuan/Konfirmasi*) sebagai
berikut:
1. Identitas:

Nama e R T TN R
NPWP S e e e S e B A
Alamat Kantor - S
No. Telp P T e e i
Surel } v R A A TR

2. Lokasi Persetujuan/Konfirmasi)* di:

Provinsi T R SR AR
Kota/Kabupaten BT I ST » 1T < Rl Tl TS o
Kecamatan e - B o st e A e
Kelurahan/Desa S ", . 5 SR TR ST
Nama Perairan A T LN R W
Luas S o omrie o5 STyma e s 4 1888 418 S e s e 0 g0 08
Kedalaman e e T T T AT e I
Rencana b iR S SRR R e S
KBLI e O e e
Tingkat risiko R T e T e Tt
kegiatan

Koordinat L R

NAMA TITIK X Al
1=
2.
31
dst dst Dst
dan peta (skala 1:25.000) sebagaimana terlampir.

3. Alasan Objektif dan memperhatikan AUPB:
a.
b.
(CoRS
4. (hal-hal lainnya)
S. Hal yang dilakukan perubahan:
a. (sebelum berubah), menjadi
b. (setelah berubah)
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Berita acara perubahan KKPRL ini disampaikan kepada pimpinan sebagai
bahan penerbitan KKPRL pengganti.

Semua dokumen terkait sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Nama, Jabatan, dan Kedudukan Dalam Tim Tanda
Tangan
| W [P
Direktur ... (yang menyelenggarakan tugas teknis di
bidang perencanaan ruang laut)
210 VS
Ketua Tim Kerja ... (yang menyelenggarakan tugas
teknis dibidang pelayanan perizinan pemanfaatan
ruang laut)
]
Tim Analisis
4. | ...
Ahli/Pakar (dalam hal dilibatkan)
SH oo
dst
LAMPIRAN

(dalam hal diperlukan lampiran seperti error sistem)
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G. Bentuk dan Format Berita Acara Pencabutan/Pembatalan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

BERITA ACARA PENCABUTAN/PEMBATALAN*) KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
Nomor: ..........

Pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun .... telah dilaksanakan persetujuan
atas Pencabutan/Pembatalan*) terhadap Persetujuan/Konfirmasi*) dengan
Nomor (....) atas nama (...) yang terbit pada tanggal ... bulan ... tahun 20...
akibat dari cacat wewenang/prosedur/substansi/hal lainnya*) dengan detail
dokumen Persetujuan/Konfirmasi*) sebagai berikut:
1. Identitas:

Nama T

NPWP R A R A R R e S

Alamat Kantor -SRI

No. Telp R T T e

Surel S R AT S S SR ST
2. Lokasi Persetujuan /Konﬁrma31*) di:

Provinsi R I P . I R

Kota/Kabupaten ¥ I T ST T I TR g YT

Kecamatan E 5+ 5 e S e leTETolom o8 oIS Hl TS+ o <

Kelurahan/Desa B B e s e B T e T e - ez LIPS

NEma BEtaitall s e v e

Luas R ST S BT 1 BTS8Pl 4 £ S

Kedalaman E et e g e S et RS A o s T

Rencana | SRR s G e SR e

KBLI N b S S SR NSV

Tingkat risiko - T N S (S

kegiatan
3. Rencana Detail O T VA R Y W i

Kegiatan
4. KBLI KN o1, = pevmsee ey e —
5. Alasan Pencabutan/ Pembatalan*) dan memperhatikan AUPB:

a. (dasar hukum)

b. ...

€ o
6. (hal-hal lainnya)

Berita acara Pencabutan/Pembatalan*) KKPRL ini disampaikan kepada
pimpinan sebagai bahan Pencabutan/Pembatalan*) KKPRL.

Semua dokumen terkait sebagaimana terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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No Nama, Jabatan, dan Kedudukan Dalam Tim Tanda
Tangan
| SO
Direktur ... (yang menyelenggarakan tugas teknis di
bidang perencanaan ruang laut)
2. |lssss
Ketua Tim Kerja ... (yang menyelenggarakan tugas
teknis dibidang pelayanan perizinan pemanfaatan
ruang laut)
3. |lssss
Tim Analisis
q. || sses
Ahli/Pakar (dalam hal dilibatkan)
S. | asss
dst
LAMPIRAN

(dokumen KKPRL yang akan dicabut/dibatalkan)
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H. Bentuk dan Format Berita Acara Penilaian Dokumen (Persetujuan)
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Berusaha atau Non
berusaha

KOP SURAT

BERITA ACARA
PENILAIAN DOKUMEN PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Nomor: ..........

Pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun .... telah dilaksanakan rapat

Penilaian Dokumen terhadap permohonan Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Persetujuan) oleh (Nama Pemohon)

untuk (Jenis Kegiatan), sebagaimana permohonan yang telah diterima

melalui Sistem OSS (Persetujuan Berusaha) atau Sistem Elektronik

Kementerian/PTSP Ditjen PRL (Persetujuan non berusaha) pada tanggal

............. 20... dengan Nomor Permohonan .... berikut:

1. (Nama Pemohon) menyampaikan permohonan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di:

Provinsi T e o e T
Kota/Kabupaten 3 500 55 - 3090 908 OF BARABACE 18 100 - 5.
Kecamatan - O S
Kelurahan/Desa ) s, o T T T
Luas B os o o ¢ 4T TS T 45 o TS IS
Kedalaman TV« m oo B ¢ 08 0 o 0 jaie e
Rencana kegiatan S R IRS R R RS AR
KBLI b s g e S R R TR
Tingkat risiko kegiatan : ........cccoviiiiininininnnen.

2. Hasil Penilaian Dokumen: .........cccoveviiinininennn..

a. ...
b. ...
e, ...

3. (Apabila terdapat perbaikan dan/atau hal lainnya)

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ....tentang penyelenggaraan
penataan ruang dan hasil Penilaian Dokumen, dokumen tambahan, serta
tinjauan terhadap permaohonan (Nama Pemohon) sebagaimana
dimaksud, direkomendasikan untuk dapat disetujui dan diberikan
Persetujuan untuk (Jenis Kegiatan) seluas ... ha/panjang ... KM dan titik
koordinat sebagai berikut:

NAMA TITIK X Y
1
2
3
dst dst Dst

dan peta sebagaimana terlampir.
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam........
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan
Pengusahaan Batam, tarif PNBP Persetujuan kategori pemanfaatan ruang
untuk kegiatan yang menetap di laut sebesar Rp ... per ha dan/atau Rp ...
per KM (dengan tarif dasar), maka perhitungan tarif PNBP untuk Kegiatan

(Jenis Kegiatan) seluas ... ha/panjang ... KM adalah:* Tarif PNBP = ... (ha) x
Rp ... = Rp... (... Rupiah); dan/atau Tarif PNBP = (Tarif Dasar) + ... (KM) x Rp
= Rp... (... Rupiah); dengan redaksi keterangan: Setoran PNBP

Berdasarkan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku
pada Badan Pengusahaan Batam atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut kategori pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang
menetap di laut oleh (Nama Pemohon) seluas ... ha. Berita acara Penilaian
Dokumen 1ini untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan penerbitan Persetujuan. Semua dokumen terkait sebagaimana
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Nama, Jabatan, dan Kedudukan Dalam Tim Tanda
Tangan

| S (O
Direktur ... (yang menyelenggarakan tugas teknis di
bidang perencanaan ruang laut)

2. | ...
Ketua Tim Kerja ... (yang menyelenggarakan tugas
teknis dibidang pelayanan perizinan pemanfaatan
ruang laut)

3. |l uee
Pimpinan Penilaian Dokumen

4, |....
Ahli/Pakar (dalam hal dilibatkan)

S.

dst

I.

LAMPIRAN BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN
PERSETUJUAN
[. Peta Rekomendasi Persetujuan (Lampiran Peta)

Bentuk dan Format Permohonan Penyesuaian Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut (pengembalian, habis masa berlaku, perubahan
subjek hukum pemegang KKPRL, dan perubahan identitas subjek hukum)*
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KOP SURAT
(Orang perseorangan/Badan Usaha/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah)*

Nomor % v ST T T 2L
Lampiran Lo - berkas

Hal : Permohonan Penyesuaian (sesuai kebutuhan)*

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengusahaan Batam
Jalan Ibnu Sutowo No.l Batam Center,
Batam 29411

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
Jabatan

Nama Perusahaan/Instansi
Alamat

Nomor KTP

NPWP

Nomor HP

No. Telp/Fax

Surat Elektronik/E-mail

Dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian (sesuai kebutuhan)* sebagai
berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi -
Kabupaten/Kota*

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Nama Perairan/Laut

Koordinat Lokasi Titik Y

Titik X : (atau terlampir)
Luas/Panjang R Hektare/km
Kedalaman Kolom Perairan  : .. Meter dpl
Untuk Kegiatan/Penggunaan
Nomor KKPRL e b BRI e e R e i
Masa berlaku KKPRL N e e—— Sidlwrmmrrr

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen
permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Pemohon,
Meterai Rp10.000,00 atau e-Meterai

(tanda tangan dan nama lengkap dan
stempel perusahaan basah)
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J. Bentuk dan Format Berita Acara Verifikasi Lapangan

KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

Nomor ..........
Pada hari ini, .......... Tanggal .... Bulan ........ Tahun ......... (ael=une s 2 i s ) bertempat
dil e , kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan
Verifikasi Lapangan di Perairan ............................ Kelurahan/Desa ..................... .
Kecamatan ............ Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terdapat batas wilayah pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan
................................. dil Pesdiran o.r amerweernsnowoleh
yang dalam hal ini batas titik koordinatnya adalah sebagai berikut: (atau dapat
disampaikan dalam lampiran)

No Titik Rencana No Titik Verifikasi Keteranean
Y X Y X &
2. Luas/panjang awal yang direncanakan adalah ............ , berdasarkan hasil
Verifikasi Lapangan pada tanggal ................... adalah seluas ..................

3. Lokasi kegiatan ........ beradadi........ccceeiennnnn..

4. Informasi pemanfaatan ruang laut di sehitar lokasi
S. Ekosistem pesisir di perairan

Berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan yang tertuang dalam berita acara ini, dapat
direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
A s
B. ..
S =
Dst.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

................ PR ) O SeT
No. Nama/Jabatan Instansi Tanda Tangan
L
2. |Dst

Lampiran I (Peta)
Lampiran II (Dokumentasi)
Lampiran III (Hal lainnya yang berkembang)*
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BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Layanan Persetujuan Kesesuaian KKPRL disusun sebagai

petunjuk teknis bagi unit organisasi dan/atau unit pelaksana teknis di
lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Alex SGmarna
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LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSYARATAN
DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting
untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tersebut telah memenuhi aspek
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan
menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan
dalam proses pengambilan keputusan perizinan berusaha.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencantumkan bahwa
persetujuan lingkungan merupakan salah satu persyaratan dasar dalam
kegiatan berusaha yang penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan lokasi
kegiatan usaha. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB
Batam, kewenangan penerbitan persyaratan tersebut dilakukan oleh Kepala
Badan Pengusahaan KPBPB Batam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola persetujuan lingkungan yang
terstandardisasi dan efisien.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi
dalam pelaksanaan PBBR, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan petunjuk teknis ini sebagai
panduan operasional penyusunan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini juga bertujuan sebagai rujukan teknis bagi pejabat
pelaksana di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dalam menilai dan
memproses permohonan persetujuan lingkungan, guna meningkatkan
akuntabilitas serta mempercepat layanan perizinan.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis bagi
Pelaku Usaha, pejabat pelaksana, dan pemangku kepentingan terkait dalam
proses Persetujuan Lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan proses
berlangsung secara efektif, akuntabel, serta sesuai standar yang berlaku.
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C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi proses Penapisan, penyusunan

dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH/DPLH), integrasi Sistem
OSS dan Sistem IBOSS, Persetujuan Teknis, pembinaan, Pengawasan dan
sanksi.

. Dasar Hukum
il

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-
Undang jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam jo. Peraturan Pemerintah
Nomor S Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

. Pengertian Umum
L8

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya
disingkat KPBPB adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Pemerintah Kota Batam yang selanjutnya disebut Pemko Batam adalah
Pemerintah Daerah Kota Batam yang dilengkapi dengan organisasi
perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kota Batam.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR
adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko
yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang
diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha
dan/atau Kegiatannya.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta
menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan wusaha yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha
dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.
12. Izin adalah persetujuan Kepala untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang
wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan
usahanya.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan
Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, Pengawasan, dan penegakan hukum.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan PBBR.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di KPBPB Batam
(Indonesia Batam Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem IBOSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan
diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk penyelenggaraan
PBBR.
18. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan
RTR.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat
KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang
dengan RTR yang lokasi usahanya berada di ruang laut.
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SKKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup
dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan AMDAL.
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan
pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL- UPL.
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Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
atau Kepala.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata
Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang tata ruang.

Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis
Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan
Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan
keputusan serta termuat dalam PB, atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau pemerintah daerah atau Kepala.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
AMDAL adalah Kajian dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam
BBx

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL
upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL
adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut TUK adalah
tim yang dibentuk oleh Kepala untuk melakukan uji kelayakan.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH
adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen perlindungan dan pengeiolaan Lingkungan Hidup.
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPLH
adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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37. Penapisan adalah tahapan awal dalam proses AMDAL yang dilakukan
untuk menentukan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib
dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau cukup dengan SPPL.

38. Konsultasi Publik adalah proses dialog terbuka dan partisipatif antara
Pelaku Usaha, masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan pihak-
pihak berkepentingan lainnya, yang dilakukan dalam rangka penyusunan
dokumen Lingkungan Hidup, khususnya AMDAL.

39. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari
teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk
mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.

40. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar
dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah
dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

41. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang
masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau
tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.

42. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau
membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.

43. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa
ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

44.Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau
tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk
mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam PB atau
Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

45. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang
bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PB atau
Persetujuan Pemerintah.

46. Denda adalah Sanksi Administratif berupa kewajiban pembayaran
sejumlah uang yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN

Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki
oleh setiap Pelaku Usaha maupun instansi pemerintah sebelum memulai
kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan, baik yang
tergolong penting maupun tidak penting. Artinya, tidak hanya kegiatan yang
wajib AMDAL, tetapi juga kegiatan yang cukup dengan UKL-UPL atau bahkan
hanya SPPL, tetap memerlukan bentuk Persetujuan Lingkungan tertentu.
Persetujuan ini bersifat wajib dan menjadi instrumen utama untuk menjamin
bahwa setiap aktivitas usaha telah mempertimbangkan aspek Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subjek yang dapat diberikan Persetujuan
Lingkungan mencakup baik Pelaku Usaha swasta maupun instansi
pemerintah yang menjalankan proyek pembangunan atau layanan publik.

Persetujuan Lingkungan berperan sebagai prasyarat administratif dalam
penerbitan PB (NIB dan Izin operasional)] maupun persetujuan pemerintah
lainnya. Dengan kata lain, sebelum Izin usaha dapat diterbitkan oleh OSS,
Pelaku Usaha wajib terlebih dulu mendapatkan Persetujuan Lingkungan. Hal
ini memastikan bahwa aspek lingkungan telah dinilai dan disetujui sebelum
aspek perizinan lainnya diterbitkan. Persetujuan ini menjadi mekanisme
penting untuk menjamin bahwa prinsip pencegahan dalam pengelolaan
lingkungan dilaksanakan secara konsisten sejak tahap awal perencanaan
usaha/kegiatan.

Persetujuan Lingkungan diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen
Lingkungan Hidup yang disusun sesuai dengan tingkat Risiko dan potensi
dampak kegiatan. Terdapat empat jenis dokumen lingkungan yang menjadi
dasar:

AMDAL untuk kegiatan berdampak penting;

UKL-UPL untuk kegiatan berisiko menengah;

SPPL untuk kegiatan berisiko rendah; dan

DELH/DPLH untuk kegiatan yang telah berjalan tanpa dokumen
lingkungan yang sah.

Masing-masing dokumen ini dinilai dan ditetapkan oleh Kepala dalam
bentuk Keputusan yang sah secara hukum. Jenis dokumen yang wajib
disusun oleh Pelaku Usaha ditentukan melalui proses Penapisan berbasis
Risiko yang mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional.

Bentuk dari Persetujuan Lingkungan tergantung pada jenis dokumen
lingkungan yang mendasarinya, yaitu:

1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk AMDAL;

2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL;

3. SPPL untuk kegiatan yang cukup menyatakan kesanggupan secara
mandiri; dan

4. Keputusan Persetujuan atas DELH/DPLH untuk kegiatan yang telah
terbangun atau beroperasi.

Proses pengajuan dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS,
sehingga mempercepat proses layanan dan meminimalkan kontak langsung.
Seluruh hasil penilaian dan penerbitan Keputusan juga disampaikan kembali
kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS/Sistem IBOSS, menjadikan sistem
ini sebagai platform sentral perizinan dan Pengawasan lingkungan.

W
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Dalam hal 1 (satu) Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu lokasi kegiatan (hamparan
ekosistem yang sama), pengajuan Persetujuan Lingkungan cukup dilakukan
satu kali dengan merujuk pada persyaratan tertinggi dari seluruh KBLI
tersebut. Hal ini untuk menghindari duplikasi proses dan memperkuat
efisiensi birokrasi. Masa berlaku Persetujuan Lingkungan melekat pada masa
berlaku PBnya. Dengan kata lain, jika Izin usaha dicabut atau berakhir,
Persetujuan Lingkungan juga dianggap berakhir. Hal ini menekankan
pentingnya keterkaitan hukum antara aspek lingkungan dan aspek Izin usaha
secara menyeluruh.

A. Jenis Dokumen Lingkungan

A.1l. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Persetujuan Lingkungan berbasis AMDAL wajib dimiliki oleh setiap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup, sesuai dengan hasil Penapisan berbasis Risiko.

A.1.1. Penapisan

Penapisan merupakan tahapan awal dalam proses Persetujuan Lingkungan
yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat dampak yang mungkin
ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap
lingkungan. Melalui penapisan, ditentukan bentuk dokumen lingkungan yang
wajib disusun oleh Pelaku Usaha, yaitu dapat berupa Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau cukup dengan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Tahap
ini memastikan bahwa setiap kegiatan mendapatkan perlakuan pengelolaan
lingkungan yang proporsional berdasarkan potensi dampaknya.

Dalam proses persetujuan lingkungan, penapisan berfungsi sebagai pintu
masuk untuk memastikan kepatuhan awal terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses
ini tidak hanya menilai skala dan jenis kegiatan, tetapi juga
mempertimbangkan sensitivitas lokasi serta potensi risiko lingkungan. Hasil
penapisan menjadi dasar legal dan teknis bagi instansi berwenang untuk
menentukan bentuk kajian lingkungan yang harus dilakukan sebelum
kegiatan memperoleh persetujuan lingkungan sebagai salah satu syarat
perizinan berusaha.

A.1.2. Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat
dilakukan melalui media massa cetak dan/atau media elektronik. Ini
dilakukan sebagai bagian dari pelibatan masyarakat dalam tahapan awal
penyusunan AMDAL, khususnya sebelum Konsultasi Publik.
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A.1.3. Konsultasi Publik

Konsultasi Publik merupakan bagian dari proses permohonan Persetujuan
Lingkungan yang wajib dilakukan oleh  Pelaku Usaha sebagai bentuk
pelibatan masyarakat secara aktif, transparan, dan bertanggung jawab.

A.1.4. Penyusunan Formulir Kerangka Acuan

Proses ini diawali oleh Pelaku Usaha dengan mengisi dan mengajukan

Formulir Kerangka Acuan (KA), yang memuat ruang lingkup studi AMDAL.

Selanjutnya, KA diperiksa oleh TUK. Proses pemeriksaan menguji persyaratan

administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR (KKPR);

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
diterbitkan oleh instansi pembina rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai
dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan
AMDAL, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL;

d. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL; dan

e. kesesuaian sistematika Formulir Kerangka Acuan dengan pedoman
penyusunan.

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dilakukan dalam forum yang
melibatkan Pelaku Usaha, dan TUK dan hasilnya disahkan melalui Berita
Acara (BA) Kesepakatan KA sebagai dasar penyusunan dokumen Andal dan
RKL-RPL.

Penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh Pelaku Usaha
setelah KA disepakati. Kegiatan diklasifikasikan ke dalam Kategori A (130
Hari), Kategori B (65 Hari), atau Kategori C (45 Hari) berdasarkan:

a. kompleksitas kegiatan (multi-sektor atau teknologi tinggi);

b. potensi dampak terhadap lingkungan;

c. sensitivitas wilayah (misalnya kawasan lindung); dan

d. kondisi daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Setelah Andal dan RKL-RPL selesai disusun, Pelaku Usaha mengajukan
permohonan Persetujuan Lingkungan melalui OSS. Persyaratan yang harus
dilampirkan antara lain:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR (KKPR);

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis dalam hal dipersyaratkan atau surat keterangan telah
mengajukan Persetujuan Teknis yang diterima secara lengkap dan benar
dari instansi terkait;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan
AMDAL, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL;

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL; dan

kesesuaian sistematika Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman

penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL (sesuai Format

Standar Pemeriksaan Administratif Dokumen Andal dan RKL-RPL).

e}




BADAN PENGLSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-g-

Jika persyaratan di atas dinyatakan lengkap dan benar, proses berlanjut
ke penilaian substansi, yang mencakup konsistensi antara dokumen,
kedalaman kajian, uji tahap proyek, serta keterkaitan antara dampak dan
rencana pengelolaan. Penilaian dilakukan dalam forum yang melibatkan
Pelaku Usaha, dan TUK dan hasilnya adalah BA Penilaian Dokumen Andal
dan RKL-RPL yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar asistensi serta
perbaikan dan/atau penilaian tambahan.

Setelah dokumen dinyatakan final (lengkap dan benar) proses dilanjutkan
dengan drafting SKKLH dan dilanjutkan kepada proses penerbitan Persetujuan
Lingkungan oleh Kepala.

(Dokumen wajib: KA, Andal, RKL-RPL)

A.2.UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)

1. Formulir UKL-UPL wajib diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sejak tahap perencanaan awal, sebelum pelaksanaan kegiatan
dimulai. Lokasi kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
(RTRW) yang berlaku, dan kesesuaian ini dibuktikan melalui dokumen
konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR) atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan dari instansi berwenang. Jika lokasi kegiatan tidak
sesuai dengan tata ruang, formulir tidak dapat diperiksa dan akan
dikembalikan oleh sistem kepada Pelaku Usaha.

2. Permohonan Persetujuan Lingkungan dengan UKL-UPL diajukan melalui
Sistem OSS (Online Single Submission) oleh Pelaku Usaha. Dalam
pengajuan, Pelaku Usaha wajib melampirkan dokumen Persetujuan Teknis
jika dipersyaratkan (misalnya untuk pengelolaan limbah, Emisi, atau lalu
lintas). Dua jenis formulir dapat digunakan:

a. Formulir UKL-UPL sesuai Format Standar Pemeriksaan Administratif
Formulir UKL-UPL, yang telah disediakan oleh Badan Pengusahaan
Batam dan disesuaikan untuk jenis kegiatan tertentu; atau

b. Formulir UKL-UPL sesuai Format Standar Pemeriksaan Administratif
Formulir UKL-UPL, yang disusun oleh Pelaku Usaha sendiri tetapi
harus mengikuti pedoman nasional sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Sistem OSS akan menyatakan dokumen lengkap dan meneruskan untuk
diperiksa oleh TUK, melalui dua tahap: penilaian administrasi dan
substansi. Penilaian administrasi dilakukan mencakup:

(1) kesesuaian lokasi dengan RTRW;

(2) adanya persetujuan awal kegiatan;

(3) keberadaan Persetujuan Teknis jika dipersyaratkan; dan

(4) kesesuaian isi formulir dengan pedoman pengisian.

Jika semua dinyatakan benar, berlanjut ke pemeriksaan substansi.




BADAN PENGUSANAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-10-

4. Apabila pada tahap pemeriksaan awal dokumen dinyatakan tidak benar,
Sistem OSS akan mengembalikannya kepada Pelaku Usaha disertai
catatan koreksi. Jika hasil evaluasi menyatakan dokumen telah benar,
dilanjutkan ke penilaian substansi. Bila Pelaku Usaha tidak mengajukan
perbaikan atau hasil perbaikannya masih salah, permohonan akan ditolak
melalui Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan.

5. Jika persyaratan yang dimaksud pada angka 4 di atas dinyatakan lengkap
dan benar, proses berlanjut ke penilaian substansi. Pemeriksaan
dilakukan dalam forum yang melibatkan Pelaku Usaha, danTUK dan
hasilnya adalah BA Pemeriksaan UKL-UPL yang nantinya dapat dijadikan
sebagai dasar asistensi serta perbaikan dan/atau penilaian tambahan.

6. Setelah dokumen yang dimaksud pada angka S dinyatakan final (lengkap
dan benar), proses dilanjutkan dengan drafting PKPLH dan dilanjutkan
kepada proses penerbitan Persetujuan Lingkungan oleh Kepala.

(Dokumen wajib: Formulir UKL-UPL standar/ spesifik).

A.3. SPPL

Permohonan PL dengan formulir SPPL diajukan oleh Pelaku Usaha
kepada Kepala melalui Sistem OSS. SPPL yang diajukan oleh Pelaku Usaha
diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan terbitnya NIB.

A.4. DELH/DPLH

Bagi kegiatan yang telah berjalan tanpa dokumen lingkungan, Pelaku
Usaha wajib menyusun DELH atau DPLH. Dokumen ini dievaluasi oleh Badan
Pengusahaan Batam untuk menentukan kelayakan atau kewajiban perbaikan.
Jika disetujui, dokumen tersebut disetarakan sebagai Persetujuan Lingkungan
dan dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan perizinan.

A.4.1. Kewajiban Penyusunan DELH/DPLH bagi Kegiatan yang Telah Berjalan
Tanpa Dokumen Lingkungan

Kegiatan usaha yang telah berjalan tanpa dokumen lingkungan hidup atau
memiliki dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tetap diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan sebagai
bagian dari pengenaan Sanksi Administratif. Instrumen yang digunakan dalam
kasus ini adalah DELH untuk kegiatan yang seharusnya wajib AMDAL dan
DPLH untuk kegiatan yang seharusnya wajib UKL-UPL. Namun demikian,
ketentuan ini hanya berlaku jika lokasi kegiatan sesuai dengan RTR. Hal ini
dimaksudkan agar tidak memberikan legitimasi terhadap usaha ilegal di lokasi
yang tidak diperuntukkan secara spasial. Untuk kegiatan yang tidak memiliki
Persetujuan Lingkungan namun baru selesai konstruksi dan beroperasi
setelah Petunjuk Teknis ini ditetapkan, berpotensi dikenakan Denda sesuai
dengan penetapan oleh Badan Pengusahaan Batam.




BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
—1)E

A.4.2. Prosedur Penyusunan, Evaluasi, dan Penetapan DELH/DPLH oleh
Badan Pengusahaan Batam

Penanggung jawab usaha wajib menyusun dokumen DELH atau DPLH sesuai
dengan ketentuan teknis dan menyampaikannya melalui Sistem Informasi
Lingkungan Hidup kepada Kepala. Setelah diterima, Kepala melalui tim teknis
akan melakukan penilaian (untuk DELH) atau pemeriksaan (untuk DPLH).
Jika persyaratan di atas dinyatakan lengkap dan benar, proses berlanjut ke
penilaian  substansi. Pemeriksaan dilakukan dalam forum yang
melibatkanPelaku Usaha, dan TUK dan hasilnya adalah BA Penilaian DELH
atau BA Pemeriksaan DPLH yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar
asistensi serta perbaikan dan/atau penilaian tambahan.

Setelah dokumen dinyatakan final (lengkap dan benar), proses dilanjutkan
dengan drafting Keputusan DELH atau Keputusan DPLH dan dilanjutkan
kepada proses penerbitan Persetujuan Lingkungan oleh Kepala.

B. Alur Pengajuan Dokumen Persetujuan Lingkungan
Dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan Sistem OSS/Sistem
IBOSS atau dapat konsultasi langsung ke PTSP.

a. Penapisan

a.l. Awal Permohonan Usaha/Kegiatan
Pelaku Usaha berencana melakukan usaha/kegiatan di KPBPB Batam.

a.2. Penapisan Risiko Usaha/Kegiatan
Menentukan apakah kegiatan wajib menyusun:

a) AMDAL;
b) UKL-UPL; atau
c) SPPL.

a.3. Cara Penapisan

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di KPBPB Batam berdasarkan:
a) Jenis kegiatan (mengacu pada KBLI);

b) Skala kegiatan;

c) Lokasi kegiatan (termasuk kawasan lindung, sempadan, ruang laut);

d) Dampak potensial terhadap lingkungan;

waktu pelaksanaan kegiatan mengacu pada SOP yang telah ditetapkan.

a.4. Hasil Penapisan

. . Dokumen
Risiko Kegiatan Lingkungan Keterangan
Risiko Tinggi AMDAL Wajib penyusunan KA, Andal, RKL-
(berdampak penting) RPL
- Wajib isi Formulir UKL-UPL
Risiko Menengah UKL-UPL Serth etk
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el . Dokumen
Risiko Kegiatan Lingkungan Keterangan
Risiko Rendah SPPL Cukup menyampaikan pernyataan
kesanggupan
Kegiatan Eksisting Untuk usaha yang telah berjalan tapi
tanpa dokumen DL /BEE belum punya dokumen sah

a.S. Verifikasi Kesesuaian Ruang KKPR/KKPRL
Jika lokasi kegiatan tidak sesuai dengan RTR, permohonan harus sudah
ditolak dari awal permohonan.

Keterangan:

Jika kegiatan melibatkan lebih dari satu KBLI, Penapisan mengikuti
persyaratan lingkungan tertinggi.

Persetujuan Teknis (limbah, Emisi) dipilah berdasarkan Penapisan mandiri.

b. Penyusunan Dokumen Lingkungan

Dokumen lingkungan disusun sesuai dengan tingkat Risiko, menggunakan
Sistem OSS/Sistem IBOSS, semua dokumen dilampirkan dalam format digital,
hasil evaluasi disampaikan melalui sistem, apabila ada revisi/penolakan
disampaikan kembali melalui sistem.

b.1. Penyusunan Dokumen AMDAL

Penyusunan AMDAL dilakukan melalui Penyusunan Formulir Kerangka
Acuan, Penyusunan Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL yang dilakukan
secara bertahap sesuai ketentuan dan diajukan melalui Sistem OSS/Sistem
IBOSS.

b.2. Penyusunan Formulir UKL-UPL

Penyusunan Formulir UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan Formulir UKL-
UPL sesuai dengan ketentuan dan diajukan melalui Sistem OSS/IBOSS.

b.3. Penyusunan DELH/DPLH

Penyusunan DELH/DPLH dilakukan melalui penyusunan Dokumen Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup
(DPLH) sesuai denagn ketentuan dan diajukan melalui Sistem OSS/IBOSS.
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BAB III

MEKANISME PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perubahan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Persetujuan

Lingkungan,

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan

Persetujuan Lingkungan kepada instansi yang berwenang. Kewajiban ini
berlaku apabila perubahan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan
substansial terhadap dampak lingkungan yang telah dikaji sebelumnya, yang
meliputi namun tidak terbatas pada:
1. Perubahan skala atau kapasitas produksi secara signifikan;

.
3.

kegiatan usaha;
4.
D

dokumen lingkungan sebelumnya.

Perubahan lokasi kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan;
Timbulnya jenis dampak lingkungan baru yang belum tercakup dalam

Perubahan jenis atau teknologi proses produksi yang digunakan;
Penambahan atau pengurangan fasilitas utama maupun penunjang dalam

Tabel Jenis-Jenis Perubahan dan Dokumen yang diperlukan

No

Jenis Perubahan

Sifat Perubahan

Dokumen yang

Ket. Tambahan

Diperlukan
Perubahan besar pada Jika perubahan
1 kegiatan utama (skala, Signifikan AMDAL Baru membuaF dokumen
proses, lokasi, komponen lama tidak relevan
utama) sama sekali
Penalr)n ‘t;lahan fgsﬂltas tattaq Addendum Andal [Disusun sesuai tipe A,
g, [PeElbanan [HLLer, [Reiani Sedang-Tinggi | dan/atau RKL- |B, atau C (tergantung
berdampak pada aspek
B i RPL besarnya perubahan)
Perubahan kegiatan non- Jika perlu dokumen
3. |signifikan dalam kegiatan| Ringan-Sedang | UKL-UPL Baru [baru, diajukan ulang
berisiko menengah dengan formulir baru
Perubahan administratif] . Revisi LU LGVl I
) o Tidak St Persetujuan
4. (P2 {ooilst naras berdampak pada : Lingkungan tanpa
perusahaan, alamat, St oan Persetujuan benyusunan dokumen
perubahan NIB, dll) & & Lingkungan

baru

Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan harus disusun dan diajukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

serta melalui

sistem pelayanan PB terintegrasi secara elektronik (Sistem OSS/Sistem

IBOSS).
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A. Prosedur Pengajuan Perubahan

Pelaku usaha yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan wajib mengikuti
prosedur pengajuan perubahan apabila terdapat penyesuaian, pembaruan,
atau pengembangan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat
mempengaruhi kondisi lingkungan atau dokumen lingkungan yang telah
disetujui sebelumnya. Prosedur ini dilakukan secara sistematis untuk
memastikan bahwa setiap perubahan tetap memenuhi prinsip Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Penapisan ulang atas rencana
perubahan kegiatan oleh Pelaku Usaha. Penapisan ini dapat dilakukan secara
mandiri berdasarkan pedoman teknis yang berlaku, atau dengan berkonsultasi
langsung kepada Badan Pengusahaan Batam selaku instansi yang berwenang
di KPBPB Batam. Penapisan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi
perubahan dampak lingkungan dan menentukan jenis perubahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil Penapisan, Pelaku Usaha harus mengklasifikasikan jenis

perubahan ke dalam salah satu dari empat kategori berikut:

1. Perubahan besar, yaitu perubahan yang berpotensi menimbulkan dampak
lingkungan baru atau lebih besar secara signifikan;

2. Perubahan sedang, yaitu perubahan yang menimbulkan dampak
tambahan namun masih dalam ruang lingkup yang dapat dikendalikan;

3. Perubahan kecil, yaitu perubahan teknis atau operasional yang tidak
menimbulkan dampak tambahan yang signifikan; atau

4. Perubahan administratif, yaitu perubahan data atau informasi
administratif tanpa pengaruh terhadap aspek lingkungan.

Setelah klasifikasi ditentukan, Pelaku Usaha diwajibkan untuk menyusun

dokumen lingkungan yang sesuai dengan jenis perubahan tersebut. Dokumen

dapat berupa:

a) Dokumen perubahan AMDAL (Andal, RKL, RPL) untuk perubahan besar;

b) Addendum atau lampiran dokumen untuk perubahan sedang atau kecil;
atau

c) Pemberitahuan tertulis dan data pendukung untuk perubahan
administratif.

Selanjutnya, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan perubahan
Persetujuan Lingkungan melalui Sistem OSS dan Sistem I[IBOSS yang
terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.
Permohonan harus dilengkapi dengan seluruh dokumen yang dipersyaratkan
dan pernyataan kebenaran data.

Setelah permohonan diterima, dokumen perubahan akan dilakukan evaluasi
administratif dan substansi oleh TUK Lingkungan Hidup di lingkungan Badan
Pengusahaan Batam. Tim ini akan menilai kesesuaian dokumen dengan
ketentuan peraturan, validitas informasi teknis, dan keterkaitan dampak
lingkungan yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut.
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Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa perubahan masih dapat diterima
secara lingkungan, Badan Pengusahaan Batam akan menerbitkan keputusan
perubahan atau revisi Persetujuan Lingkungan, yang menjadi dasar hukum
baru bagi Pelaku Usaha dalam melanjutkan kegiatan usahanya sesuai dengan
perubahan yang diajukan.

*Keterangan:

1. Perubahan teknis tanpa dokumen Ilingkungan baru = pelanggaran
administratif.

2. Perubahan wajib dicatat dan disetujui sebelum kegiatan dilakukan.

3.

Jika Pelaku Usaha ragu, disarankan konsultasi resmi ke Badan
Pengusahaan Batam untuk penetapan jenis perubahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-16-

BAB IV
PERSETUJUAN TEKNIS DAN TUK

A. Persetujuan Teknis

Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha atau proyek pembangunan
yang dilakukan di KPBPB Batam telah sesuai dengan ketentuan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan pengaturan teknis yang
sistematis dalam tahapan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Salah satu prasyarat utama dalam pengajuan Persetujuan Lingkungan adalah
Persetujuan Teknis, yang berfungsi sebagai instrumen verifikasi bahwa aspek
teknis terkait pengelolaan limbah, Emisi, dan lalu lintas telah diperhitungkan
secara tepat dan sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Persetujuan Teknis merupakan bentuk legitimasi teknis dari instansi yang
berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Batam. Persetujuan ini diperlukan untuk memastikan bahwa
potensi dampak teknis dari kegiatan usaha—baik terhadap kualitas air, udara,
tanah, maupun sistem transportasi—telah dianalisis dan disiapkan upaya
pengelolaannya secara komprehensif.

Jenis Persetujuan Teknis dan Instansi Penerbit

Jenis Persetujuan Instansi Catatan
Teknis Penerbit
Baku Mutu Air Pemenuhan kualitas
; Pemko Batam
Limbah pembuangan
Emisi Udara Pemko Batam |Termasuk Emisi cerobong
Limbah B3 Pemko Batam Penanganan, penyimpanan, dan
pengangkutan
Andalalin (Analisis Pemko Batam Wajib untuk kegiatan dengan
Dampak Lalu Lintas) potensi bangkitan lalu lintas
B. TUK

TUK merupakan Tim yang melakukan penilaian administratif dan substansi
terhadap dokumen lingkungan, baik dalam rangka pengajuan baru maupun
perubahan Persetujuan Lingkungan.
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B.1. Tugas TUK

TUK memiliki tugas utama sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif dokumen lingkungan
(KA-ANDAL, RKL, RPL, atau dokumen perubahan).

2. melakukan evaluasi substansi dokumen lingkungan untuk memastikan
kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ruang
lingkup yang telah ditetapkan, dan kondisi nyata di lapangan.

3. menilai keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses
penyusunan dokumen.

4. memberikan rekomendasi teknis terhadap hasil penilaian kepada Kepala.

5. menyusun Risalah Hasil Penilaian, Berita Acara Rapat, dan Rancangan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

B.2. Fungsi TUK

Dalam pelaksanaan tugasnya, TUK menjalankan fungsi sebagai:

1. fungsi teknis: menelaah, menganalisis, dan memberikan pendapat
profesional terhadap dampak lingkungan dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan.

2. fungsi koordinatif: mengoordinasikan hasil penilaian antaranggota tim dari
berbagai bidang keahlian.

3. fungsi administratif: mendokumentasikan seluruh proses penilaian dalam
bentuk notulensi, berita acara, dan risalah uji kelayakan.

4. fungsi Pengawasan: memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi
dokumen AMDAL berlangsung sesuai standar mutu dan tata waktu.

B.3. Komposisi TUK
TUK terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

o Ketua Tim
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan evaluasi dan memfasilitasi
jalannya rapat uji kelayakan.

e Sekretariat
membantu administrasi teknis pelaksanaan kegiatan, dokumentasi,
penyusunan risalah dan berita acara.

e Anggota Ahli

terdiri dari para profesional atau pejabat yang memiliki keahlian dan
pengalaman di bidang:

a) Teknik lingkungan

b)  Sosial kemasyarakatan

c¢) Kesehatan masyarakat

d) Hidrologi/limnologi

e) Tata ruang/kebijakan tata guna lahan
f) Kehutanan/perairan (bila relevan)

g) Hukum lingkungan (opsional)

h) Bidang teknis usaha/kegiatan terkait.
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B.4. Wewenang TUK

I

2

3.

meminta klarifikasi dan penjelasan dari Pelaku Usaha dan penyusun
dokumen lingkungan.

menyampaikan catatan perbaikan atau penolakan terhadap dokumen yang
tidak memenuhi ketentuan.

mengundang pihak eksternal atau pakar independen untuk memberikan
pandangan tambahan (jika diperlukan).

menyusun dan menandatangani:

a) Risalah Hasil Penilaian

b) Berita Acara Rapat

c) Rancangan Keputusan Kepala tentang Kelayakan Lingkungan Hidup

B.6. Ketentuan Tambahan

1.

2

3.

TUK dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala dengan masa tugas sesuai
kebutuhan penilaian.

Tim dapat bekerja secara tatap muka atau daring sesuai kondisi dan
kebijakan instansi.

Setiap anggota tim wajib menjaga objektivitas, integritas, dan independensi
dalam proses evaluasi.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kewajiban Lingkungan
Hidup oleh Pelaku Usaha, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap
ketentuan Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan, Badan
Pengusahaan Batam selaku instansi yang berwenang di KPBPB Batam
melaksanakan fungsi pembinaan dan Pengawasan secara terpadu dan
berkesinambungan. Kegiatan pembinaan dan Pengawasan ini mencakup tiga
aspek utama, yaitu monitoring berkala oleh Badan Pengusahaan Batam,
kewajiban pelaporan dari Pelaku Usaha, dan penegakan Sanksi Administratif
terhadap pelanggaran.

A. Monitoring Berkala oleh Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan Batam melakukan monitoring atau pemantauan
secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup oleh Pelaku Usaha. Monitoring dilakukan baik secara
langsung di lapangan maupun melalui evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan Pelaku Usaha.

Tata Cara:

a. Monitoring dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun atau sesuai
kebutuhan berdasarkan tingkat Risiko dan karakteristik
usaha/kegiatan.

b. Badan Pengusahaan Batam dapat membentuk tim pemantau lintas
bidang yang terdiri dari unsur lingkungan, teknis kegiatan usaha, dan
Pengawasan.

c. Kegiatan monitoring dapat berupa:

1) Pemeriksaan dokumen RKL-RPL

2) Verifikasi data hasil pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan
limbah

3) Observasi langsung terhadap sarana pengelolaan lingkungan (IPAL,
TPS Limbah B3, dll.)

4) Wawancara dengan pengelola teknis dan masyarakat sekitar

d. Hasil monitoring dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan
Lingkungan Hidup yang memuat status kepatuhan dan rekomendasi
tindak lanjut.

B. Kewajiban Pelaporan Pelaku Usaha
Pelaku Usaha wajib melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan RKL
dan RPL secara berkala kepada Badan Pengusahaan Batam.

Tata Cara:
a. Laporan disusun secara periodik, minimal setiap 6 (enam) bulan, sesuai
dengan ketentuan dalam dokumen RKL-RPL.
b. Laporan harus mencakup:
1) Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah
dilaksanakan
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2) Hasil pemantauan (misalnya: kualitas air limbah, udara, kebisingan,
getaran)

3) Analisis terhadap kecenderungan dampak dan efektivitas pengelolaan
4) Tindakan korektif atas temuan dampak atau pelanggaran

c. Format dan isi laporan disesuaikan dengan standar pelaporan Badan
Pengusahaan Batam atau peraturan Lingkungan Hidup yang berlaku
nasional.

d. Laporan disampaikan secara elektronik melalui Sistem OSS/Sistem
IBOSS atau platform lain yang ditetapkan, dan dapat diverifikasi secara
daring maupun luring.

C. Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan
lingkungan, tidak menyampaikan laporan, atau terbukti melanggar ketentuan
dalam Persetujuan Lingkungan, Badan Pengusahaan Batam berwenang untuk
menjatuhkan Sanksi Administratif dan Denda sebesar 2,5% dari nilai investasi
atau paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tata Cara:
a. Pelanggaran diidentifikasi melalui hasil monitoring, pengaduan
masyarakat, atau audit lingkungan.
b. Sanksi dijatuhkan secara bertahap dan proporsional, meliputi:
1. Teguran tertulis, diberikan untuk pelanggaran ringan seperti
keterlambatan laporan.
2. Paksaan, berupa instruksi tertulis untuk melaksanakan kewajiban
dalam batas waktu tertentu.
3. Pembekuan Persetujuan Lingkungan, bila pelanggaran tidak
diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Pencabutan Persetujuan Lingkungan, bila pelanggaran bersifat serius
dan membahayakan lingkungan atau masyarakat.
c. Proses penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,
transparansi, dan akuntabilitas, serta diikuti dengan dokumen Berita
Acara Penegakan Hukum Administratif.

Selain bentuk Sanksi Administratif sebagaimana tersebut di atas, terhadap
Pelaku Usaha yang telah menjalankan kegiatan tanpa memiliki dokumen
lingkungan yang sah dan tidak segera menyusun DELH atau DPLH
sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, dikenakan Sanksi
Administratif berupa Denda. Denda tersebut dikenakan sebagai bentuk
penegakan kepatuhan dan efek jera terhadap pelanggaran ketentuan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Besaran Denda ditetapkan
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total nilai investasi atau sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), mana yang lebih besar.

Pengenaan Denda ini tidak menghapus kewajiban Pelaku Usaha untuk
tetap menyusun dan menyerahkan dokumen DELH atau DPLH sebagai syarat
mutlak untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan. Sanksi ini menegaskan
bahwa setiap Pelaku Usaha wajib tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola
lingkungan yang baik, serta memperkuat komitmen Badan Pengusahaan
Batam dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan di KPBPB
Batam.
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BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

A. SOP Penyusunan AMDAL Kategori A (Risiko Tinggi) dan Kategori B (Risiko

Menengah Tinggi)

No. Aktititas Pelaby Vsshy PTSPan Ketsrangan
» KPATX Katwghapen Wity Owad
[m——— s Kepala BP Batam
v F] 3 ] 3 [3 T ] [) 10
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3 [Porapren o D fepshen IHan [Peroniuan Lamngon
" R [Dokumen Lingiangan
1 Mendagathen Hasit Pengpeisn 1S b f Bovrwabarsa,
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- |
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BADAN PEN

B. SOP Penyusunan UKL-UPL

No. Aktifitas Pataky Ussha PTSPan Kotwrangan
PTSP
{ ) KPATTUK P Ketenghapan Wakty Outpt
1 H 3 4 5 ] 7 [} [ 0
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C. SOP Addendum AMDAL
No. Ahtititas Pelaty Usaha XPATK TSPan. Kelengk Keterangan
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D. SOP Penyusunan DELH
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BAB VII
FORMAT STANDAR

A. Format Standar Pemeriksaan Administratif Formulir KA

HASIL UJI KELENGKAPAN KA ANDAL
{NAMA KEGIATAN) oleh (NAMA PERUSANAAN)

Nomor Reglstrasi "

Nama Kegiatan

enis Dokumen ¥

Kewenangan ¥

l.okasi Rencana Kegiatan dan
keterkaitannya dengan lokasi khusus *
Pemrakarsa 9

[Penyusun "

FORM KELENGKAPAN ADMINISTRASI

KERANGKA ACUAN (NAMA KEGIATAN) oleh (NAMA PERUSAHAAN)
NO KELENGKAPAN ADMINISTRASI ADA  [TIDAK SESUA! TIDAK KETERANGAN
| SESUAI

1. Justifikasi / bukii kesesualan lokasi
rencana usaha dan/atau kegiatan dengan
rencana fata ruang yang berlaku (KKPR
lvane diterbitkan lembaga berwenang)
2. [Justifikasi/bukti kesesuaian lokasl
rencana

msaha dan/alau keglatan dengan PIPPIB
3. |lustiflkasVbukri kesesualan lokasi
Fencana usaha dan/atau keglatan dengan
[Kawasan L.indung

4. [Justifikasi / bukti persetujuan awal
rencana usaha dan/atau kegiatan
5. [Bukti Tanda Registrasi LPJP atau Surat
pembentukan Tim Penyusun Amdal dari
plhak pemrakarsa

6. [Bukti Tanda Sertifikasi Kompetensi
penyusunan Amdal (minimal | orang
IKTPA dan 2 orang ATPA)

7. |Kesesualan peta-peta yang disampaikan
herdasarkan kaidah kartografi

8. [Bukii pengumuman di media massa dan
konsultasi publik yang telah dilakukan
beseria penunjukkan wakil masyarakat
vang akan dilibatkan dalam rapat komisi
9. ICV penyusun Amdal

10. [Sistematika penyusunan dokumen sesual
[langan PP 22 Tahun 2021

11. 1 ampiran lainnya

12. [Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

13. |Sural Pemyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL)

14. [Surat Pemyataan Pemrakarsa bahwa
IPersetujuan Lingkungan yang Diajukan
asih dalam Tahap Perencanaan

1S. [Surat Permohonan Pemeriksaan
Dokunten

16. [Surat Permohonan Pemeriksaan
Dokumen




BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

2D

B. Format Standar Pemeriksaan Administratif Dokumen Andal dan RKL-RPL

HASIL UJs ADMINISTRAS| ANDAL RKL-RPL
_(NAMA KEGIATAN] oleh (NAMA PERUSAHAAN]

Nomor Registeasi ¥

Nama Kegiatan

Jenis Dokumen ¥

Kewenangan ¥

Lokass Rencana Kegsatan dan
keterkaitannva dengan lokasi khusus S!
Pemrakarsa ®

Penyusun 7

Hasil Uji Berkas Administrasi:

Catatan untuk pemrakarsa:

FORM KELENGKAPAN ADMINISTRASI
~ (NAMA KEGIATAN}) oleh (NAMA PERUSAHAAN)

g ) - TIDAK TIDAK
NO KELENGKAPAN ADMINISTRAS| ADA ADA SESUAI SESUAI

KETERANGAN

§L Justifikasi / buktikesesuaian lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW
yang berlaku (KKPR yang diterbitkan
lembaga berwenang)

2. Justifikasi/bukti kesesuaian lokasi rencana
usaha danj/atau kegiatan dengan PIPPIB

3. Justifikasi / bukti persetujuan awal rencana
usaha danfatau kegatan

4. Justifikasi/bukti kesesuaian lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan dengan Kawasan
Lindung

s! Bukti Tanda Registrasi LPJP atau Surat
pembentukan Tim Penyusun Amdal dari
pihak pemrakarsa

6. Bukti Tanda Sertifikas: Kompetensi
penyusunan Amdal (minimat 1 orang KTPA
dan 2 orang ATPA)

7. Kesesuaian peta-peta yang disampaikan
berdasarkan kaidah kartografi
8 Bukti pengumuman di media massa dan

kansultasi puhlik yang telah ditakukan
beserta penunjukkan wakil masyarakat yang
akan dilibatkan dalam rapat komisi

9. CV penyusun Amdal

10. Sistematika penyusunan dokumen sesuat
dengan PP 22 Tahun 2021
11 Persetujuan Teknis

12. | Penambahan Peta Titk Pengelotaan dan

13. Titik Pemantauan

14. Ltampiran lainnya

15. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB})

16. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup [SPPL}

17. Bukti hasil penapisan rencana usaha
dan/atau kegiatan di 0SS

18. Surat Pernyataan Pemrakarsa bahwa
Persetujuan Lingkungan yang Diajukan
Masih dalam Tahap Perencanaan
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C. Format Standar Pemeriksaan Administratif Formulir UKL-UPL

HASIL UJI ADMINISTRASI UKL-UPL
(NAMA KEGIATAN) oleh (NAMA PERUSAHAAN)

Nomor Registrast ¥
Nama Kegiatan

Jerus Dokumen ®
Kewenangan 9

Lokasi Rencana Kegiatan dan
keterkaitannya dengan lokass khusus %
Pemrakarsa ®

Catatan untuk pemrakarsa:

FORM KELENGKAPAN ADMINISTRASH
(NAMA KEGIATAN) oleh (NAMA PERUSAHAAN)

TIDAK TIDAK
NO KELENGKAPAN ADMINISTRASI ADA ADA SESUAI SESUA! KETERANGAN

T Justifikasi / bukti kesesuaian lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW
yang beriaku (KKPR yang diterbitkan
lembaga berwenang)

23 Justifikasi/bukt kesesuaian lokasi rencana
usaha dan/fatau kegiatan dengan PIPPIB

3, Justifikasi / bukti persetujuan awal rencana
usaha dan/atau kegratan

4, Justifikasi/bukts kesesuaian lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan dengan Kawasan
Lindung

S. Kesesuaian peta-peta yang disampaikan
berdasarkan kaidah kartografi

6. 8ukti pengumuman di media massa dan
konsultasi publik yang telah dilakukan
beserta penunjukkan wakil masyarakat yang
akan dilibatkan dalam rapat komiss

7. Sistematika penyusunan dokumen sesuai
dengan PP 22 Tahun 2021

8, Persetujuan Teknis

9. Penambahan Peta Titk Pengelolaan dan

10. | Titk Pemantauan

11. | Lampiran latinnya

12. | Dokumen Nomor Induk Berusaha (NiB)

13. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL}
14. Bukts hasil penapisan rencana usaha
danjfatau kegiatan (1! 0SS

15. Surat Pernyataan Pemrakarsa bahwa
Persetujuan Lingkungan yang Diajukan
Masih dalam Tahap Perencanaan
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D. Format Standar Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Dokumen Lingkungan

BERITA ACARA
RAPAT TIM TEKNIS TIM UJI KELAYAKAN BP BATAM
(NAMA KEGIATAN)
OLEH (NAMA PERUSAHAAN)

Nomor:

Hari/Tanggal
Tempat

Pemrakarsa Kegiatan
Penanggung Jawab

Isbatan,

Pimpinan Rapat

e & o o0 o o

1. Anggota Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat yang hadir adalah:
- lostavsi 1:

Instansi 2:

Lustagsi 3:

Pakar 1:

Pakar 2:

Pakar 3;

Fmomoan oo

Dst.

[S]

Rapat Tim Teknis TUK BP Batam dalam rangka pembahasan (Nama Kegiatan) oleh (Nama Perusahaan),
Pemmakarsa Kegiatan menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dampak Penting Hipotetik yang akan dikaji dalam dekumen ANDAL. setidakaya yaitw

Penyempurnaan batas waktu kajian untuk tiap dampak penting hipotetik sebagaimana disebut di atas
akan disampaikan pada perbaikan formulir Kerangka Acuan:

b. Kareksidan ipasukan }.
. Kargksi dan masykan 2

. Koceksidan gagsukan 3
e. Dst.

a o

3. Poin-poin rinci perbaikan terkait butir 2 di atas yang disampaikan oleh anggota tim teknis disampaikan
dalam notulensi masukan tertulis.

4. (Nama Dokumen Lingkungan) hasil perbaikan sebagaimana angka 2 huruf a, b. c. dan d yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan Berita Acara Rapat ini akan disampaikan oleh Pelaku Usaha
kepada Tim Uji Kelayakan BP Batam selambat-lambatnya x (xxx3%X) hari kerja setelah rapat ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemrakarsa Kegiatan, Pimpinan Rapat.
Nama Djrekst Nama Pimpinag
(Jabataq) (Jabawg)

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD
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LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR S TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSYARATAN
DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

PETUNJUK TEKNIS PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam
memiliki fungsi strategis sebagai pusat ekonomi nasional dan
internasional. Penggunaan kawasan hutan merupakan salah satu
pendukung yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, investasi,
dan pelayanan publik. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di KPBPB
Batam merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2025 Pasal 20 ayat (2) bahwa Kepala Badan Pengusahaan Batam
berwenang menerbitkan seluruh persyaratan dasar termasuk Persetujuan
Kawasan Hutan, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB
Batam dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi.

B. Maksud dan Tujuan
B.1. Maksud
Petunjuk Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di KPBPB
Batam dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi Badan
Pengusahaan Batam, serta acuan bagi pemohon persetujuan
penggunaan kawasan hutan dalam proses pengajuan sampai dengan
diterbitkannya Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan
Hutan oleh Kepala.

B.2. Tujuan
1. memberikan kejelasan prosedur dan tata cara permohonan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPBPB Batam;
2. memastikan kegiatan penggunaan kawasan hutan dilaksanakan
secara legal dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan;
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3. meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan tanpa mengubah
fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan tidak mengabaikan
fungsi ekologis kawasan hutan di wilayah KPBPB Batam.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
di KPBPB Batam mengatur tata cara, batasan, dan jenis kegiatan yang
dapat memanfaatkan kawasan hutan di KPBPB Batam untuk
pembangunan di luar kehutanan, dengan tetap menjaga fungsi,
kelestarian, dan aspek legalitas kawasan hutan sesuai peraturan
perundang-undangan.

D. Sasaran

Sasaran penetapan Petunjuk Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan di KPBPB Batam adalah:

1. tercapainya kesamaan  pengertian dan pemahaman dalam
penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di KPBPB
Batam;

2. tersedianya petunjuk teknis yang menjadi acuan resmi dan tertulis
dalam proses permohonan, evaluasi, dan pemberian Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan di KPBPB Batam,;

3. tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur koordinasi
yang jelas dan terstruktur, sehingga mempercepat proses perizinan
penggunaan kawasan hutan tanpa mengabaikan ketentuan
perlindungan lingkungan;

4. penguatan kepastian hukum dan tata kelola dalam pemanfaatan
kawasan hutan untuk mendukung pembangunan strategis di KPBPB
Batam secara berkelanjutan.

E. Asas
Petunjuk Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di KPBPB

Batam ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:

1. efektif dan efisien, perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam
penulisan, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa
Indonesia yang baik, benar, dan lugas;

2. pembakuan, diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang
telah dibakukan;

3. pertanggungjawaban, dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi,
format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan;

4. kecepatan dan ketepatan, harus dapat diselesaikan secara optimal,
tepat waktu, dan tepat sasaran;
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5. keamanan, harus aman dalam penyusunan, klarifikasi, penyampaian

kepada pihak-pihak terkait, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

F. Dasar Hukum

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor S Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun

2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

G. Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di
KPBPB Batam ini yang dimaksud dengan:

1.

2

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya
disingkat KPBPB adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkap PTSP
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
ketentuan di bidang layanan persyaratan dasar, perizinan berusaha
berbasis risiko, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan
usaha serta perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Badan
Pengusahaan Batam.

Sistem Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS
adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan
oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (PBBR).

Sistem Indonesia Batam Online Single Submission yang selanjutnya
disebut Sistem IBOSS adalah sistem aplikasi perizinan secara
elektronik yang terintegrasi dengan sistem OSS Nasional di wilayah
KPBPB Batam.
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Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat
PPKH adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa
mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.

Tim PPKH adalah tim yang dibentuk untuk memproses permohonan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di KPBPB Batam.
Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi
yang bersifat pembebasan kewajiban atau perintah dan/atau penarikan
kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada setiap
orang atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara
terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air
laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil Hutan.

Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya
sebagai Hutan tetap.

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK
adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan
untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan
Hutan Produksi Tetap.

Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan adalah
penetapan suatu batas areal kerja sebagai hasil dari pelaksanaan
penataan batas yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan
titik-titik koordinat batas dalam rangka Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan.
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Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa
punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang
berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau
atau laut secara alami.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang
selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah PNBP
yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagai pengganti lahan
kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dan
Penutupan Hutan adalah ambang batas minimal luas Kawasan Hutan
dan Penutupan Hutan yang harus dipertahankan pada DAS, pulau,
dan/atau provinsi berdasarkan kriteria kondisi biogeofisik, geografis
dan ekologis dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat
sosial dan budaya serta manfaat ekonomi dan produksi.

Peta adalah gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan
manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Citra Penginderaan Jauh adalah gambaran yang terekam oleh kamera
atau sensor lainnya.

Pemegang PPKH adalah orang atau pimpinan instansi atau pimpinan
badan hukum atau pimpinan badan usaha yang memperoleh PPKH.
Pelaku Usaha atau Pelaku Kegiatan adalah Perseorangan atau non
Perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tententil:

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Kegiatan yang mempunyai Tujuan Strategis adalah kegiatan yang
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara,
pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kuota adalah luas paling banyak atau luas maksimal PPKH pada
Kawasan Hutan yang diperkenankan untuk PPKH.




BADAN PENGLSA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-6-

BAB 11
TATA CARA PELAKSANAAN

A. Gambaran Umum

1»

4.

S.

Penggunaan Kawasan Hutan di KPBPB Batam bertujuan untuk
mengatur penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan di KPBPB Batam dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi pokok Kawasan
Hutan.

. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di

luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk Kegiatan
yang Mempunyai Tujuan Strategis dan bersifat tidak dapat
dielakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat diberikan di dalam:

a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
b. Kawasan Hutan Lindung.
Hutan Produksi terdiri atas:
a. Hutan Produksi Tetap; dan
b. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi
pokok Kawasan Hutan serta mempertimbangkan batasan luas dan
jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

. Dalam rangka peningkatan pelayanan, penggunaan Kawasan Hutan

dapat dikembangkan Sistem Informasi tentang Penggunaan
Kawasan Hutan yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha.

. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di

luar kegiatan Kehutanan dilakukan dengan mekanisme Keputusan
Kepala:
a. PPKH

. Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme PPKH dengan

Keputusan Kepala meliputi:

a. Kegiatan ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit,
transmisi, distribusi listrik, gardu induk, serta teknologi energi
baru dan terbarukan dengan memperhatikan dampak
lingkungan;

b. Telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun
pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi
pengamatan keantariksaan sesuai dengan peraturan sektor
telekomunikasi;

c. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api yang merupakan
proyek strategis nasional atau kepentingan umum;

d. sarana transportasi non-umum untuk pengangkutan hasil
produksi selain tambang seperti pembangunan jalan, kanal,
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pelabuhan, atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil
produksi perkebunan, pertanian, perikanan, atau sektor lainnya;

e. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, serta bangunan pengairan lainnya
yang bersifat nonkomersial,

f. fasilitas umum termasuk permukiman masyarakat, sarana dan
prasarana untuk umum dan sosial yang telah mendapat
rekomendasi teknis dari instansi terkait;

g. industri selain industri primer hasil Hutan yang tidak merusak
ekosistem Hutan;

h. prasarana penunjang keselamatan umum seperti keselamatan
lalu lintas laut, udara, darat, karantina, serta sarana meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;

1. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana
alam, dan lahan usahanya yang bersifat sementara sesuai
dengan rencana kontinjensi bencana;

J. pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan yang

ditetapkan oleh menteri terkait;
k. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi berbasis
tanaman non-pangan; dan/atau
l. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan
limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup yang wajib
memiliki analisis dampak lingkungan.
Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya
proyek prioritas Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
a. apabila pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah
melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
b. apabila pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi
pemerintah, dengan ketentuan:
(1) bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan
Hutan; atau
(2) bersifat tidak permanen atau bertujuan untuk menghindari
fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian
Pengelolaan Hutan dengan mekanisme Penggunaan Kawasan
Hutan.
Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b (2)
meliputi pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan
produksi, jalur kereta, tower dan = saluran  transmisi
ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, saluran air,
saluran irigasi, pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan
Kawasan Hutan.
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Ketentuan Kuota 10% (sepuluh per seratus) diberikan dengan

mempertimbangkan:

a. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;

b. Kelangsungan Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
atau Pengelolaan Hutan;dan

c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

PPKH berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta

persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PPKH, Pemegang PPKH dapat melakukan penebangan

pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar

pembayaran provisi sumber daya Hutan (PSDH) dan/atau dana
reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PPKH di wilayah KPBPB Batam untuk kegiatan bersifat komersial,

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, dan

b. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama
pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan dengan
ratio 1:1 (satu berbanding satu).

PPKH tanpa kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan

Hutan, membayar PNBP Kompensasi, dan melakukan penanaman

dalam rangka Rehabilitasi DAS, untuk:

a. kegiatan Proyek Strategis Nasional, pemulihan ekonomi nasional,
serta Ketahanan Pangan (Food Estate) dan ketahanan energi yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial;

b. kegiatan survei dan eksplorasi;

Cc. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain
keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat,
karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;

d. infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum
termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan
prasarana dan sosial yang terbangun yang bersifat nonkomersial,;

e. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang
bersifat sementara; atau

16. PPKH untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf

e dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu
di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal PPKH sebagai
bentuk perlindungan.

17. Pelaksanaan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS

sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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18. Kegiatan pembangunan antara lain jalur pipa, jalur transmisi,
tapak tower telekomunikasi yang berada pada Kawasan Hutan yang
telah dibebani PPKH, dilakukan melalui mekanisme kerja sama
antara pemohon dengan Pemegang PPKH yang dituangkan dalam
perjanjian kerja sama.

19. Penggunaan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh
pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang
PPKH oleh pihak lain dilakukan dengan mekanisme penggunaan
fasilitas bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

B. Prosedur Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
B.1. Subjek Pemohon
1. Pelaku Usaha atau Pelaku Kegiatan
a. Perseorangan (individu, kelompok, Masyarakat).
b. NonPerseorangan
(1) Badan Hukum
(2) Badan Usaha
2. Instansi Pemerintah
a. Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota
b. Unit Organisasi dan Unit Teknis Terkait yang membidangi
urusan sesuai permohonan.

B.2. Jenis Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan
1. Kegiatan berusaha; atau
2. Kegiatan nonberusaha.

B.3. Persyaratan Penggunaan Kawasan Hutan
1. Syarat untuk Kegiatan Berusaha
a. Persyaratan Administrasi
1) Pernyataan Komitmen

Pernyataan Komitmen dibuat dalam bentuk akta notariil

atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon

yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan
bahwa pemohon PPKH dalam waktu 1 (satu) tahun
berkomitmen untuk:

a) menyelesaikan Tata Batas Areal PPKH;

b) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, bagi
Pemegang PPKH dengan kewajiban membayar PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan yang diperkenankan
melakukan kegiatan di lapangan setelah memperoleh
PPKH;

c) menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan
dan Peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu
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berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada
lokasi yang dimohon sesuai hasil tata batas dan
dokumen lingkungan;

menyampaikan Perizinan Berusaha yang telah berlaku
efektif dalam hal pada saat permohonan, pemegang
PPKH belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah
memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif
bagi Pemegang PPKH yang wajib memiliki Perizinan
Berusaha;

menyampaikan dokumen lingkungan dan Persetujuan
Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki AMDAL atau UKL-UPL, dalam hal pada saat
permohonan Pemegang PPKH belum memiliki Perizinan
Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang
belum berlaku efektif, bagi Pemegang PPKH yang wajib
memiliki Perizinan Berusaha;

menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi
Pelaku Usaha atau Pelaku Kegiatan; dan
menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya
investasi pengelolaan/pemanfaatan Hutan kepada
pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hasil Hutan.

2) pakta integritas
Pakta integritas dibuat dalam bentuk akta notariil atau
surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang
merupakan instansi pemerintah yang menyatakan:

a)
b)

c)

d)

g

sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;

semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan
adalah sah;

tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada
persetujuan dari Kepala;

bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/
hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
permohonan;

melakukan permohonan persetujuan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf f bersedia menghadapi
konsekuensi hukum.
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3) profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP,
KTP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum.

b. Persyaratan Teknis
1. Persyaratan teknis terdiri atas:

a)

b)

d)

Peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima
puluh ribu) atau lebih besar yang ditandatangani
pemohon dan Peta dalam bentuk softcopy format
shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum
WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan
rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon;
Citra Penginderaan Jauh penginderaan jauh dengan
resolusi paling kecil S (lima) meter liputan 1 (satu)
tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan
koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
perizinan/perjanjian atau Perizinan Berusaha atau
kegiatan yang berlaku efektif yang diterbitkan oleh
pejabat sesuai kewenangannya bagi pemohon PPKH
yang sudah memiliki perizinan/perjanjian/Perizinan
Berusaha yang berstatus clear and clean, yang masih
berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam)
bulan, kecuali untuk usaha yang belum memiliki
Perizinan Berusaha atau kegiatan yang tidak wajib
memiliki Perizinan Berusaha;

dokumen lingkungan dan Persetujuan Lingkungan bagi
usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL
atau UKL-UPL, bagi pemohon PPKH yang telah memiliki
perizinan berusaha.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b)
dikecualikan untuk:

a)
b)

)
d)
e)

f)

g

eksplorasi atau eksplorasi lanjutan;

ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, stasiun
pemancar radio, dan stasiun relay televisi;

infrastruktur yang diajukan oleh instansi pemerintah;
jalan tol dan jalan kereta api;

pertanian dalam rangka ketahanan energi dan
Ketahanan Pangan, pertambangan rakyat;

kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi
nasional; atau

pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan
limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
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3. Persyaratan teknis permohonan PPKH untuk kegiatan:

a) prasarana penunjang keselamatan umum antara lain
keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu
lintas darat, survei selain untuk kegiatan pertambangan
dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;

b) penampungan korban bencana alam dan lahan usaha
yang bersifat sementara; atau

c) sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat
yang apabila  tidak segera  ditangani akan
mengakibatkan terhentinya pelayanan publik, antara
lain kebakaran lahan, jalan longsor, jembatan lritis,
tower Kkritis,

hanya berupa:

a. surat permohonan; dan

b. Peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding
lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi dengan
informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam
bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (shp)
dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.

B.4 Tata Cara Penilaian

1.

Berdasarkan permohonan yang masuk ke dalam sistem OSS,
unit organisasi yang membidangi PTSP melakukan verifikasi
kelengkapan dokumen administrasi dan teknis dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Jika permohonan tersebut
lengkap, unit organisasi yang membidangi PTSP meneruskan
permohonan ke sistem IBOSS untuk dilakukan penelaahan
teknis oleh Tim PPKH.

. Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan, Tim

PPKH dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari
kerja melakukan penilaian.

. Penilaian dilaksanakan dengan melakukan:

a. identifikasi kesesuaian persyaratan permohonan; dan

b. penelaahan teknis.

Dalam rangka penelaahan teknis, dapat dilakukan rapat

konfirmasi dengan melibatkan instansi lain terkait.

Rapat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat

substansi antara lain aspek:

a. Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan;

b. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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c. kesesuaian lokasi kegiatan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. penutupan lahan; dan

e. lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6. Hasil penilaian kesesuaian persyaratan permohonan dapat
berupa permohonan:

a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. telah memenuhi kelengkapan namun substansinya tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Permohonan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan
persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 6
huruf a apabila memenuhi:

a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis; dan
b. ketentuan teknis.
8. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka
73
a. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Tim PPKH
menyampaikan penolakan kepada pemohon melalui Sistem
IBOSS dan Sistem OSS; atau

b. apabila memenuhi ketentuan teknis, Sistem mengirimkan
notifikasi kepada pemohon untuk melakukan pembayaran
PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

9. Setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP, Tim PPKH
menyampaikan Persetujuan Teknis, konsep Keputusan, Peta
Lampiran, dan Persetujuan Keputusan PPKH kepada Kepala.

10. Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan PPKH tidak
berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun
hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

B.S. Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

1. Pemegang PPKH wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
2. Pemegang PPKH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
setelah terbit PPKH, memenuhi Komitmen:

a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH;

b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pemegang
PPKH dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan yang diperkenankan melakukan kegiatan di
lapangan setelah memperoleh PPKH;
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c. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan dan
Peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding
lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang
dimohon bagi Pemegang PPKH dengan kewajiban membayar
PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

d. menyampaikan Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif
dalam hal pada saat permohonan Pemegang PPKH belum
memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan
Berusaha yang belum berlaku efektif bagi Pemegang PPKH
yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;

e. menyampaikan dokumen lingkungan dan Persetujuan
Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki AMDAL atau UKL-UPL, dalam hal pada saat
permohonan, Pemegang PPKH belum memiliki Perizinan
Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum
berlaku efektif, bagi Pemegang PPKH yang wajib memiliki
Perizinan Berusaha;

f. menyampaikan NIB bagi Pelaku Usaha; dan/atau

g. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya
investasi Pengelolaan /Pemanfaatan Hutan kepada
pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam angka 2

huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diperpanjang paling lama 1

(satu) tahun bagi Pemegang PPKH yang pada saat permohonan

belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan

Berusaha yang belum berlaku efektif bagi Pemegang PPKH yang

wajib memiliki Perizinan Berusaha dan/atau belum memiliki

dokumen lingkungan dan Persetujuan Lingkungan.

B.6. Larangan Melakukan Kegiatan sebelum Mendapatkan Penetapan
Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan

1k

Pemegang PPKH dilarang melakukan kegiatan di lapangan
sebelum menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Larangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan Komitmen, yaitu:

a. membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi
kit (basecamp sementara);

pengukuran sarana dan prasarana;

sarana penunjang keselamatan umum;

penanganan bencana alam; dan

sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.

o oo g
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Dalam hal Persetujuan Lingkungan serta dokumen lingkungan

berupa AMDAL atau UKL-UPL telah selesai, dapat dilakukan

kegiatan di lapangan, untuk:

a. membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka
Ketahanan Pangan atau ketahanan energi;

b. kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu
ketenagalistrikan, waduk, bendungan;

c. kegiatan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan
Pemerintah; dan

d. kegiatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemegang PPKH untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

angka 3 tetap wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Tim PPKH melakukan pengawasan terhadap Pemegang PPKH

atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen.

. Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen

terdiri atas:

a. tenggang waktu penyelesaian Komitmen; dan

b. pemenuhan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.7. Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan

1=

Pemegang PPKH menyampaikan laporan  penyelesaian
pemenuhan Komitmen dengan dilampiri dokumen asli
pemenuhan komitmen dan mengajukan permohonan Penetapan
Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan kepada Kepala
melalui Ketua Tim PPKH.

Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen dan
permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Ketua Tim PPKH
paling lama 3 (tiga) hari kerja, melakukan pengecekan dan
penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen.

Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen
penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada
angka 2, Ketua Tim PPKH dapat melakukan verifikasi.

. Berdasarkan hasil pengecekan, dan penelaahan atas dokumen

pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam angka 2,

Ketua Tim PPKH atas nama Kepala, menetapkan:

a. keputusan tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan
Kawasan Hutan apabila telah menyelesaikan seluruh
pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang
ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

keputusan tentang Pembatalan PPKH apabila belum
menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen dalam
tenggang waktu yang ditentukan.

B.8. Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

1. Pemegang PPKH yang telah mendapatkan Penetapan Batas Areal
Kerja Penggunaan Kawasan Hutan wajib:

a.

membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan
revegetasi pada Kawasan Hutan yang sudah tidak
dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu
PPKH;

melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai bagi Pemegang PPKH dengan kewajiban
melakukan penanaman untuk Rehabilitasi DAS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pemegang
PPKH dengan kompensasi membayar PNBP;

melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri
kanan atau sekeliling areal PPKH sebagai bentuk
perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi Pemegang PPKH untuk  kegiatan
pembangunan infrastruktur pemerintah, oleh instansi
melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana
kerja Penggunaan Kawasan Hutan tahunan;

melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja
Penggunaan Kawasan Hutan tahunan;

membayar pembayaran provisi sumber daya Hutan (PSDH)
dan/atau dana reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila
areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil
rehabilitasi;

mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/Pemanfaatan
Hutan kepada pengelola/pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal PPKH berada Areal Kerja
Pengelolaan dalam Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan;

melakukan pemeliharaan batas areal PPKH;

melaksanakan Perlindungan Hutan atas areal PPKH sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap
kebakaran hutan dan lahan;
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l. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan
Hutan Lindung dalam hal areal PPKH berbatasan dengan
Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan berkoordinasi
dengan pihak dan instansi terkait yang membidangi urusan
Kawasan Hutan Konservasi dan untuk Kawasan Hutan
Lindung;

m. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan
Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan
monitoring dan evaluasi di lapangan;

n. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan
hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang
1zin Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan;

o. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal PPKH;

p- melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Kepala;
dan

q. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara
online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Kepala
mengenai Penggunaan Kawasan Hutan.

2. Penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam angka
1 huruf h dibayarkan oleh Pemegang PPKH kepada pengelola
Hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
berdasarkan kesepakatan paling lama 1 (satu) tahun.

3. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan nilai penggantian biaya
investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemegang
PPKH dengan  Pengelola/Pemegang  Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hasil Hutan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak
ditetapkan batas areal penggunaan Kawasan Hutan, Ketua Tim
PPKH menetapkan nilai penggantian biaya investasi.

4. Penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3
diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

5. Dalam hal Pemegang PPKH instansi pemerintah/BUMN, jangka
waktu penyelesaikan kewajiban penggantian biaya investasi
sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 2 (dua) tahun
sejak ditetapkan.

6. Dalam hal PPKH untuk kegiatan:

a. Proyek Strategis Nasional;

b. pemulihan ekonomi nasional, serta Ketahanan Pangan dan
ketahanan energi; dan

jangka waktu penyelesaian kewajiban penggantian biaya investasi

paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

7. Penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud
pada angka 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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B.9 Pemindahtanganan dan Perubahan Nama Pemegang Persetujuan

il s

Penggunaan Kawasan Hutan

Pemegang PPKH dapat memindahtangankan sebagian areal atau
seluruh PPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada
Kepala dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan.

. Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri

atas:

a. pakta integritas;

b. akta pendirian badan hukum atau badan usaha berikut
perubahannya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi
penerbit atau notaris dan telah mendapatkan persetujuan
pemindahtanganan dari kementerian hukum dan hak asasi
manusia, bagi penerima pemindahtanganan izin yang
berbentuk badan hukum atau badan usaha;

c. keputusan pejabat berwenang terkait tentang pengalihan
perizinan atau perjanjian di bidangnya bagi yang wajib
memiliki perizinan atau perjanjian di bidangnya;

d. perubahan Persetujuan Lingkungan; dan

e. serta dokumen pendukung lainnya.

. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan

huruf c dikecualikan bagi permohonan pemindahtanganan dari
Penggunaan Kawasan Pemegang Persetuyjuan Hutan kepada
instansi pemerintah.

B.10 Larangan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemegang PPKH dilarang:

Ik

memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau perubahan
nama Pemegang PPKH tanpa persetujuan Kepala;

. menjaminkan/mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain;
. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan

sebelum memperoleh penetapan batas Areal Kerja Penggunaan
Kawasan Hutan;

. larangan kegiatan sebagaimana angka 3 dikecualikan untuk

kegiatan penyelesaian pemenuhan Komitmen dan persiapan

berupa:

a. membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi
kit (basecamp sementara);

b. pengukuran sarana dan prasarana; dan

c. penyusunan dokumen lingkungan, dalam hal PPKH
diterbitkan belum memiliki dokumen lingkungan;
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5. larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi
Pemegang PPKH untuk:
a. membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka
Ketahanan Pangan atau ketahanan energi;
b. kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu
ketenagalistrikan, waduk, bendungan; dan
c. kegiatan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan
Pemerintah;
kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
sarana penunjang keselamatan umum;

-0 A

penanganan bencana alam; dan/atau

g. pertahanan dan keamanan.

yang telah mendapatkan Persetujuan Lingkungan serta dokumen
lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL telah selesai.

B.11 Jangka Waktu Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

1. PPKH diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun bagi
Pemegang PPKH yang pada saat permohonan belum memiliki
perizinan berusaha.

2. PPKH diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai perizinan
di bidangnya atau keputusan tentang tahap kegiatan untuk:

a. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta
teknologi energi baru dan terbarukan; dan

b. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun
relay televisi.

3. PPKH diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi
dan dapat diperpanjang.

4. Dalam hal perizinan di bidangnya atau keputusan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 tidak mengatur jangka waktu
pelaksanaan kegiatan eksplorasi, jangka waktu PPKH diberikan
paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

S. PPKH diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk:

a. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai
prasarana transportasi umum untuk keperluan
pengangkutan hasil produksi;

o

penampungan korban bencana alam dan usahanya, yang
bersifat sementara;

industri selain industri pengolahan hasil Hutan;

pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan;

pertanian dalam rangka ketahanan energi; dan

kegiatan yang tidak memerlukan izin di bidangnya.

-0 a0
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6. PPKH diberikan selama digunakan untuk kegiatan:

a

b.

(]

. prasarana  penunjang keselamatan umum  meliputi
keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas
darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan
geofisika;

waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum,
saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan
lainnya;

jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan

d. fasilitas umum.

B.12 Perpanjangan, Pengurangan dan Pengembalian Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan

1.

Permohonan perpanjangan PPKH diajukan kepada Kepala

sebelum PPKH berakhir.

Permohonan perpanjangan PPKH dilengkapi:

a. pakta integritas;

b. perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku
dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali
untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki
perizinan/perjanjian;

c. hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam PPKH;

d. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Persetujuan Lingkungan bagi
kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan

e. baseline Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta baseline
skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh
ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan
informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk
hardcopy dan softcopy format shapefile (shp) dengan
koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

Pemegang PPKH mengajukan permohonan evaluasi

perpanjangan PPKH kepada Kepala;

Pemberian PPKH tidak wajib dilakukan evaluasi untuk:

a. kegiatan eksplorasi, dan eksplorasi Lanjutan pada tahap
operasi produksi; atau

b. PPKH baru yang diterbitkan dengan jangka waktu
persetujuan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal PPKH telah berakhir tetapi Pemegang PPKH belum

menyelesaikan kewajiban Reklamasi dan revegetasi, Kepala
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dapat menerbitkan perpanjangan PPKH dengan jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan kewajiban
Reklamasi dan revegetasi.

6. Dalam hal PPKH telah berakhir tetapi Pemegang PPKH belum

menyelesaikan kewajiban pemulihan penanganan limbah atau
tailing, Kepala dapat menerbitkan Penggunaan Kawasan
perpanjangan Hutan untuk Persetujuan kegiatan penanganan
limbah atau tailing dengan jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun.

7. Perpanjangan PPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) terhadap PPKH dengan kewajiban membayar PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan tetap dikenakan pembayaran
PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

B.13 Pencabutan dan Pengurangan Areal Persetujuan Penggunaan

Kawasan Hutan

. Dalam hal terdapat Kawasan Hutan yang telah diterbitkan PPKH

akan digunakan untuk kegiatan proyek strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah baik seluruhnya maupun sebagian,
areal PPKH dapat dilakukan pencabutan atau pengurangan.

. Kepala dapat melakukan perubahan PPKH berdasarkan

permohonan atau tanpa permohonan dari Pemegang PPKH.

. PPKH dapat dilakukan perubahan berdasarkan permohonan atau

tanpa permohonan dari Pemegang PPKH apabila terdapat:

a. perubahan perizinan/perjanjian di bidangnya,;

b. perubahan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan
PPKH; dan/atau

c. ketidaksesuaian Penggunaan Kawasan Hutan dengan
perizinan/perjanjian di bidangnya dan/atau dokumen
lingkungan.

Pemegang PPKH yang Areal Kerjanya dikurangi tetap dapat

melakukan kegiatan di lapangan pada Areal Kerja yang tidak

dikurangi atau berubah.

B.14 Monitoring dan Evaluasi

1.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan PPKH, Kepala
menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Penggunaan Kawasan
Hutan.

. Laporan Hasil Monitoring dilampiri berkas antara lain:

a. salinan Keputusan PPKH atau perjanjian kerja sama;
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isian blangko monitoring;

surat perintah tugas;

dokumen bukti pemenuhan dokumen;
dokumentasi; atau

~o0po0 g

dokumen lainnya yang diperlukan.

3. Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menilai:

a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam PPKH atau
perjanjian kerjasama;

b. pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan; dan

c. kondisi tutupan areal Penggunaan Kawasan Hutan.

4. Evaluasi PPKH dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam S
(lima) tahun.

S. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal
terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan,
pengakhiran dan  pengembalian PPKH, sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kepala.

B.15 Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
1. PPKH hapus apabila:

a. jangka waktu PPKH telah berakhir;

b. dicabut oleh Kepala;

c. diserahkan kembali secara sukarela oleh Pemegang PPKH
kepada Kepala sebelum jangka waktu berakhir dengan
pernyataan tertulis; atau

d. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai
kewenangannya antara lain Perizinan Berusaha sesuai bidang
usahanya dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.

2. Penyerahan kembali secara sukarela oleh Pemegang PPKH
dilampiri:

a. hasil evaluasi untuk kegiatan operasi produksi; dan

b. Citra Penginderaan Jauh penginderaan jauh dengan resolusi
paling kecil S (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir
dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM
Datum WGS 84 bagi Pemegang PPKH untuk kegiatan operasi
produksi pertambangan.

3. Hasil evaluasi antara lain memuat:

a. pemenuhan kewajiban pemegang persetujuan;

b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan; dan

c. rekomendasi.

4. Hapusnya PPKH tidak membebaskan Pemegang PPKH untuk
menyelesaikan kewajiban dalam PPKH.
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S. Pada saat hapusnya PPKH keberadaan:

a. barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam
dalam areal PPKH dikuasai oleh negara; dan
b. barang bergerak menjadi milik Pemegang PPKH.

6. Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada angka S huruf b
wajib dikeluarkan dari Kawasan Hutan oleh Pemegang PPKH
yang persetujuannya dicabut dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak hapusnya PPKH atau sejak kegiatan
Reklamasi dinilai berhasil.

7. Dalam hal barang bergerak tidak dikeluarkan dari Kawasan
Hutan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dilelang atau
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB III
SANKSI

Jenis Sanksi Administratif Penggunaan Kawasan Hutan Di KPBPB Batam
Pemegang PPKH yang melakukan kegiatan di lapangan sebelum
menyelesaikan pemenuhan komitmen, tidak memenuhi kewajiban Pemegang
PPKH, tidak melakukan penggantian biaya investasi, dan/atau tidak
melaksanakan ketentuan larangan Pemegang PPKH sebagaimana telah diatur
dalam Petunjuk Teknis ini dikenai Sanksi Administratif.

1. Teguran Tertulis
a. Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada
Pemegang PPKH di KPBPB Batam, apabila:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

melakukan kegiatan di dalam areal PPKH sebelum memperoleh
penetapan batas Areal Kerja PPKH, kecuali untuk kegiatan
persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau
pengukuran sarana dan prasarana;

tidak melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS;
tidak membayar PNBP Kompensasi, bagi Pemegang PPKH pada
provinsi yang memiliki Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan
Penutupan Hutan yang kurang;

tidak melakukan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar areal
PPKH;

tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau
Dana Reboisasi (DR);

tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh
Kepala di dalam PPKH;

tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan; atau

tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Reboisasi pada
Kawasan Hutan yang telah diberikan PPKH namun sudah tidak
digunakan.

b. Kepala memberikan teguran kepada Pemegang PPKH untuk:

1)

2)

3)
4)

menghentikan kegiatan di dalam areal PPKH sebelum
memperoleh penetapan batas Areal Kerja PPKH, kecuali untuk
kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau
pengukuran sarana dan prasarana, sampai dengan Pemegang
PPKH menyelesaikan komitmennya dan mendapatkan
Penetapan Areal Kerja;

membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender;

melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS;
membayar PNBP Kompensasi, bagi Pemegang PPKH pada
provinsi yang memiliki Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan
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Penutupan Hutan yang kurang, dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan kalender;
5) melakukan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar areal PPKH;
6) membayar PSDH dan/atau DR; dan/atau
7) melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Kepala di
dalam PPKH.
c. Teguran sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan paling
banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

2. Sanksi Administratif Pembekuan
a. Sanksi Administratif berupa pembekuan PPKH dikenakan kepada

Pemegang PPKH, apabila:

1) menjaminkan atau mengagunkan areal PPKH kepada pihak
lain;

2) tidak melaksanakan Tata Batas areal PPKH;

3) tidak mengganti biaya investasi pengelolaan Hutan/Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada Pemegang pengelolaan
Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam hal PPKH
berada di dalam areal pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan; atau

4) tidak melaksanakan perintah pengenaan Sanksi Administratif
berupa teguran tertulis.

b. Pembekuan PPKH diterbitkan oleh Ketua Tim PPKH atas nama

Kepala dalam bentuk surat pembekuan.

c. Ketua Tim PPKH wajib menyampaikan surat pembekuan kepada

Pemegang PPKH.

d. Pembekuan PPKH berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

e. Apabila Pemegang PPKH menyelesaikan kewajiban dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan, pembekuan dinyatakan
berakhir dan PPKH dinyatakan aktif Kembali.

3. Sanksi Administratif Pencabutan
a. Sanksi Administratif berupa pencabutan PPKH dikenakan kepada

Pemegang PPKH, apabila:

1) memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau melakukan
perubahan nama Pemegang Persetujuan tanpa persetujuan
Kepala;

2) melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

3) tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif berupa
pembekuan PPKH.

b. Pencabutan PPKH diterbitkan oleh Kepala.
c. Dalam hal PPKH diterbitkan oleh Kepala, Pemegang PPKH

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a
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dan b, Ketua Tim PPKH menyampaikan laporan hasil pengawasan
pelaksanaan PPKH kepada Kepala.

d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPKH, Ketua
Tim PPKH menyusun konsep Keputusan tentang Pencabutan
PPKH untuk disampaikan kepada Kepala guna diterbitkannya
Keputusan Pencabutan.

e. PPKH yang telah dicabut tidak membebaskan Pemegang
Persetujuan dari seluruh kewajiban yang belum diselesaikan
sesuai dengan ketentuan dalam PPKH.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Penggunaan Kawasan Hutan

1. Pada saat Petunjuk Teknis ini mulai berlaku:

a.

izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan dan

telah memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Petunjuk

Teknis ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin

atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan dan diberlakukan sebagai

PPKH;

izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang masih berlaku

dan belum memenuhi kompensasi atau dilakukan tanpa kompensasi,

tetap diakui sampai jangka waktu perjanjian atau izin berakhir dan
diberlakukan sebagai PPKH serta diubah menjadi PPKH yang
dikeluarkan oleh Kepala dengan ketentuan:

1) diubah menjadi PPKH pada saat perpanjangan perjanjian atau izin
pinjam pakai Kawasan Hutan;

2) diubah menjadi PPKH sebelum berakhirnya perjanjian atau izin
pinjam pakai Kawasan Hutan berdasarkan permohonan atau tanpa
permohonan dari pemegang PPKH; atau

3) pemegang perjanjian tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha di
lapangan;

4) pemegang perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang
diubah menjadi PPKH dikenakan kewajiban sesuai Petunjuk Teknis
ini; dan

5) pemegang perjanjian dikenakan kewajiban membayar PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2014 bagi kegiatan yang dikenakan kewajiban yang
membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

. perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah dilakukan,

persetujuan prinsip penggunaan Kawasan Hutan, atau izin pinjam pakai
Kawasan Hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya
Peraturan Teknis ini dan telah berakhir masa berlakunya, dapat
mengajukan permohonan PPKH dengan dilengkapi persyaratan sesuai
dengan Petunjuk Teknis ini, dan kewajiban yang telah dipenuhi tetap
diakui sepanjang tidak ada perubahan berdasarkan hasil penelaahan.
izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah diterbitkan dan belum
memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Petunjuk Teknis ini,
dinyatakan tetap berlaku dan melengkapi kewajiban sesuai dengan
Petunjuk Teknis ini.

permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan/atau permohonan
PPKH yang diajukan sebelum berlakunya Petunjuk Teknis ini dan telah
memenuhi persyaratan dapat diterbitkan PPKH dengan kewajiban sesuai
dengan Petunjuk Teknis ini.
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f. permohonan penggunaan Kawasan Hutan yang diajukan sebelum
berlakunya Petunjuk Teknis ini dan telah memenuhi persyaratan,
penyelesaiannya diproses di Badan Pengusahaan Batam.

g. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum
berlakunya Petunjuk Teknis ini dan belum memenuhi seluruh
persyaratan serta kewajiban, diproses berdasarkan Petunjuk Teknis ini.

h. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk Kepentingan
pembangunan di luar kegiatan Kehutanan bagi kepentingan umum,
khususnya proyek prioritas Pemerintah yang diajukan oleh instansi
pemerintah sebelum berlakunya Petunjuk Teknis ini, diproses
berdasarkan Petunjuk Teknis ini.pemegang izin pinjam pakai Kawasan
Hutan dengan kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan
kompensasi sebelum berlakunya Petunjuk Teknis ini dan telah
melakukan ganti rugi sebagian lahan kompensasi atau telah
mendapatkan persetujuan sebagian lahan kompensasi atau telah
melaksanakan serah terima sebagian lahan kompensasi, lahan
kompensasi tersebut dapat diserahkan kepada Kepala dan
kekurangannya dikenakan PNBP kompensasi berdasarkan Petunjuk
Teknis ini.

i. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban
menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya
Petunjuk Teknis ini dan telah melakukan ganti rugi atau telah
mendapatkan persetujuan atau telah melaksanakan serah terima
seluruh lahan kompensasi, lahan kompensasi tersebut dapat diserahkan
kepada Kepala dan tidak lagi dikenakan PNBP kompensasi berdasarkan
Petunjuk Teknis ini.

j- pemegang perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan, izin prinsip pinjam
pakai Kawasan Hutan, atau penggunaan Kawasan Hutan yang telah
memenuhi kewajiban menyerahkan Ilahan kompensasi sebelum
berlakunya Petunjuk Teknis ini dan telah menyelesaikan kewajiban
serah terima lahan kompensasi, permohonan penggunaan Kawasan
Hutannya diproses berdasarkan Petunjuk Teknis ini.

k. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan yang
merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban melakukan
penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS yang diterbitkan sebelum
berlakunya Petunjuk Teknis ini dan telah memperoleh penetapan areal
penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS dapat melakukan
penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS atau melakukan penanaman
tanaman kayu di bagian tepi di kiri-kanan atau sekeliling areal PPKH
sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l. izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk,
bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan
air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya atas nama instansi
pemerintah yang belum menyelesaikan pemenuhan Komitmen dalam
jangka waktu yang ditentukan, dapat mengajukan pengaktifan kembali
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izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan penetapan Areal Kerja izin pinjam

pakai Kawasan Hutan setelah menyelesaikan seluruh Komitmen dan

selanjutnya ditelaah sebagai PPKH dan Penetapan Batas Areal Kerja

PPKH mengikuti ketentuan Petunjuk Teknis ini.

m. dalam hal pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dalam jangka
waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi Komitmen menyerahkan
lahan kompensasi dapat melanjutkan proses pemenuhan Komitmen
penyerahan lahan kompensasi yang selanjutnya dapat mengajukan:

1) Pengaktifan kembali izin pinjam pakai Kawasan Hutan menjadi PPKH
sekaligus penetapan batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan,
bagi pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan instansi
pemerintah yang melakukan Penggunaan Kawasan Hutan untuk
kegiatan pembangunan waduk, bendungan, ketenagalistrikan, dan
kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, atau

2) Permohonan ulang izin pinjam pakai Kawasan Hutan menjadi PPKH
sekaligus Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan,
bagi pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan selain dimaksud
pada angka 1).

n. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang arealnya berubah
peruntukan menjadi bukan Kawasan Hutan, terhadap areal tersebut
dikeluarkan dari PPKH berdasarkan permohonan atau tanpa
permohonan dengan tetap menyelesaikan kewajiban penanaman dalam
rangka Rehabitasi DAS bagi pemegang izin dengan kewajiban
melakukan penanaman dalam rangka Rehabitasi DAS, dalam hal pada
areal tersebut telah dilakukan kegiatan.

o. calon lahan kompensasi yang sedang dalam proses serah terima
dan/atau lahan kompensasi yang telah diserah terimakan tetap
dilakukan proses Pengukuhan Kawasan Hutan; dan/atau

2. Pelaksanaan Reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi

Kawasan Hutan berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang

Reboisasi Hutan.

3. Serah terima tanaman hasil Reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima Tanaman Reboisasi dari Pemegang PPKH kepada Kepala.

4. Serah terima tanaman Reboisasi dilaksanakan setelah tanaman hasil

Reboisasi dinilai berhasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB VI
LAIN-LAIN

A. Format Permohonan

1. Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

KOP PERUSAHAAN

Nomor

Sifat

Lampiran  : 1 (Satu) Berkas

Hal : Penmohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Kegiatan .. ....... di..

Yth. Kepala BP Batam
JI. Ibnu Sutowo Nomor 1 Batam Center, Pulau Batam - 29411

Sehubungan dengan kegiatan _.......... di ... ..

sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan
Hutan, pasal 366 ayat 1 menyebutkan bahwa Penggunaan Kawasan Hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat
dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
dielakkan,

2. Berdasarkan PP Nomor 25 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan Batam
berwenang menerbitkan seluruh persyaratan dasar termasuk persetujuan
kawasan hutan, Perizinan Berusaha, dan Penzinan Berusaha untuk
Menunjang Kegiatan Usaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan
menjalankan usaha di KPBPB Batam dalam rangka mengembangkan kegiatan
di bidang ekonomi;

3. Sesuai Peraturan Kepala BP Batam Nomor ..... tahun 2025 tentang
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, bersama ini kami sampaikan
persyaratan administrasi dan teknis sesuai yang telah dipersyaratkan
(lampiran);

4. Kegiatan ...... (jelaskan secara singkat tentang rencana kegiatan yang akan
dilakukan beserta luasan)

S. Kegiatan .... tidak akan mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan hutan

, bersama ini kami

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di
kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk
dikenakan sanksi sesuaidengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatan dan perkenan Bapak diucapkan terima
kasih.

Jabatan Pemohon

(ttd+cap perusahaan)

Nama Lengkap Pemohon
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2. Format Pakta Integritas

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS
Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Kegiatan ...... di ...., Kota Batam
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama :

Jabatan

Nomor Kontak

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Dalam rangka Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Kegiatan .......... di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP
Batam, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban yang terkait dengan Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan;

2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel;

4. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang
berkaitan dengan permohonan;

5. Mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah
saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang beriaku

Batam, ........... 202. ...
Jabatan Pemohon

(ttd+cap perusahaan+materai)

Nama Lengkap Pemohon
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3. Format Pernyataan Komitmen

KOP PERUSAHAAN

PERNYATAAN KOMITMEN
Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Kegiatan ...... di ... Kota Batam
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama

Jabatan

Nomor Kontak

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Selaku penanggung javzab atas pemenuhan komitmen dari:
Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Jenis Kegiatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berkomitmen untuk:

1. Menyelesaikan Tata Batas Areal PPKH

2. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

3. Menyampaikan baseine Penggunaan Kawasan Hutan dan peta baseline skala
paling kecil 1:50.000 sesuai hasil tata batas dan dokumen lingkungan

4. Menyampaikan NIB

S. (lain-lain sesuaikan dengan persyaratan pemenuhan komitmen)

Demikian Surat Pemyataan Komitmen ini dibuat dengan sebenar-benamya dan
bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan
komitmen di atas sesuai jangka waktu yang ditentukan, termasuk apabiia di kemudian
hari terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam pemyataan komitmen ini. Kemi
bertanggung jswab stas kerugian yang diimbulkan sebsgeai skibst dan usshs dan/stsu
kegistan yang dijalankan

Batam, .. ........ 202. ...
Jabatan Pemohon

(ttd+cap perusahaan+materai)

Nama Lengkap Pemohon
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4. Format Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kepala

o 228

BADAX PENOGUSAHAAD EAWASAR PERDACANCGAN BEBAS DAX PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR:SK.  /..../.....]
TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN
..................... Dl ......... SELUAS = ........ HA (........... HEKTARE) PADA
KAWASAN HUTAN ......... DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

Menimbang : a. bahwa Direktur PT. .............. dengan surat Nomor
.............. tanggal teeteiieieieren...., mengajukan
Permohonan Persetuyjuan Penggunaan Kawasan
Hutan untuk Kegiatan ..................coooiie. seluas +
....... Ha{....cc.cc.c......... Hektarej di .................., Kota

I )
2) e,

b. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah
menginmkan notifikasi kelengkapan persyaratan
administrasi dan teknis sesuai Peraturan Kepala BP
Batam Nomor ....... Tahun 2025 tentang Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

c. bahwa Ketua Tim Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan dengan surat Nomor ................. tanggal
.......... telah menyampaikan telah teknis terhadap
permohonan Persetuyjuan Penggunaan Kawasan
Hutan atas nama pemohon:
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5. SOP Pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan BP Batam

Aktivites Pelaksana Mutu Baky
Pelahy Ussha PTSP Tim Tehnis PISP Kelenglaoan Wakty Outout
1 Hast Kevia Permohonan Penxdnen
Berussha yang beriokaw di
n‘ Kzwaan Hutan Produks
3,9 erIyaraten Administrasi: atau Kawanan Mutan Lindung
Pendstarmn oleh Prioky Usoho 1 Pernyaaan komitmen
untuk kegiatan beruaaha dilakukan 2 Paktaintegritas
melalu Sistem OSS menggunatan 3.Profil badan usaha stau
kepatan ussha {KBL1} yang berada badan hukum temawk npwp.
di dalam wasan hotan produksi t2p dan aita pendinan badsn
822v kawasan hutan findung. usaha atau badan hukwm
b Pertvarstan Teionis
Pendsfueran oteh Pihok 1.Peta shela 1:50000
Pemerintan untuk kegaten non Tidat 2.Peta citradengan rmolual
becutaha dilskytan melslui Siatem minimal Sm liputan 1 tahun
(0SS/180SS dengan begiatan terakhir, datum WGS 84
pembengunan di luar sektor 3.Petitinan bevusehs (pahils
kehutanan dan berada di daiam telah memilin)
@wasan hutan produtsi atau | 4. Dokwmen lingkungan
kawman hutan lindune. | 1202012 tolah vemolidl)
Vorifikas kevoua s dokumen L HantKerja ika terdapat perbatan
$ov13 PETSYaraten administras dan g — permohonan, maka permahonan
teknis kan divecta dengan
catatan perdakan mealvi ustem
asS
Ya
tika pETIOhOOIN yang
disampaiian kombali untuh be
enpat kalinya dinyRatan tidask
momenuhl kesesuaian dokumen
dan peyy@Raan, maka
[permohanan ditolak disertas
dengan catatan penolakan dan
Ndak ; \epada Peiaky
Usaha moladui 31stem OSS.
P@mohonen yang tedah diverifilaai Seysk dokumen pemohonan (24 Han ke Ragat konti memuat pemoh:
dan tdsh memenuh) ksesuaian PPKI dyryatakan teiah ey lain aspek:
[dokumen terts pessyaratan imemenuhl koeswaian 1 Luas Kawasan ke pimpinan dapat
sdminictrasl dan teknh, dokumen dan pesyaran Hutan; menyampalkan penol skan
dilanjutkan ke tshapan Penelsshan 2 s kegiatan PPKM disestal alassn
PPKH denga i penotak i 0Oss.
s peeundeng undangan;
3. bokary kegizan daah
dengan ketentuan meka d:
o8und & by untuk
A Iahen; dan rbitan PPRH dan peta
{mnnya seasn dengan lampiran
kebutuhsn
Pemboyersn PhEP 1angta maktu
pembayaran PNBP
Paking lama 3 {ugathari
keria
Panerbiten PPKH 1 Hart Kevjo Persatupan Penggunasn
° [Kawasan Hutan (PPKM)

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD




